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MOTTO 
 
 
 الاَوَْمأ ْن ام اًقيارَف اوُلُكْأَتال اما َُّكْلْا َلَاإ َا ابِ اوُلْدُتَو ال اطاَبْل ابِ ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْتَ َلََو ْاثْ اْلْ ابِ اساَّنلا 
 َنوُمَلْع َت ْمُت َْنأَو 
 
Artinya: “Dan janganlah (saling)memakan harta diantara kalian dengan (cara yang) 
bathil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian 
menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebagian harta orang 
lain, padahal kalian mengetahui.” 
 (QS.Al-Baqarah:188) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut 
adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
x 
 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
xi 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2.  ليق Qīla 
xii 
 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammahtransliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
xiii 
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti 
leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختَ Taꞌkhuzūna 
3.  ؤنلا An-Nauꞌ 
 
xiv 
 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلَإ دحمم امو Wa māMuammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملْا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخوله الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
  نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
xv 
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ABSTRAK 
 
       Novita Ika Pratiwi, NIM: 152111147; “PENETAPAN HARGA PUPUK 
SUBSIDI DITINJAU DARI PERMENTAN NO. 47/Permentan/SR.310/11/2018 
DAN FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Di PT. Petrokimia Cabang 
Karanganyar)” 
Prioritas pembangunan Negara Indonesia salah satunya terletak pada sektor 
pertanian. Pemerintah dalam menerapkan harga untuk pupuk subsidi telah 
mempertimbangkan terkait modal dan keuntungan yang nantinya diperoleh masing-
masing pihak yang terkait didalam proses jual beli. Tujuan penetapan harga untuk 
memberikan keseimbangan harga dalam penjualan pupuk subsidi, agar tidak ada yang 
merasa dirugikan. Hanya saja didalam proses penyaluran dan jual beli terkait 
penetapan harga terdapat beberapa varian. Dimana terdapat kios pengecer yang 
menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi dan ada yang menjual melebihi harga 
eceran tertinggi.         
Penelitian ini membahas tentang distribusi penyaluran pupuk bersubsidi dan 
penetapan harga pupuk bersubsidi di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar. Pupuk 
subsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyaluran berada 
dibawah tanggung jawab Menteri Pertanian untuk kebutuhan kelompok tani atau 
petani disektor pertanian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
Penetapan Harga Pupuk Subsidi Di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar? dan 
Bagaimana Penetapan Harga Pupuk Subsidi DiTinjau Dari Permentan No. 
47/Permentan/SR.310/11/2018 dan Fikih Muamalah?  
Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode 
penelitian kualitatif deduktif dengan sumber data primer dari wawancara langsung 
dengan PT. Petrokimia Cabang Karanganyar selain itu kios pengecer dan petani. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga pupuk 
bersubsidi di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar telah sesuai berdasarkan ketetapan 
dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia serta dalam Fikih Muamalah, 
karena gudang penyangga Kabupaten Karanganyar tidak memiliki wewenang  untuk 
menentukan harga, dan menerima uang hasil penjualan pupuk subsidi, karena pihak 
distributor harus mengirim uang penjualan langsung ditransfer ke PT. Petrokimia 
Gresik. Sehingga tidak adanya unsur menaikkan harga atau terlibat dalam penetapan 
harga.  Tetapi dalam kasus dilapangan terdapat penambahan harga dalam proses jual 
beli pupuk subsidi. Seperti yang dilakukan Gapoktan Sari Rejeki dimana pembayaran 
menggunakan sistem yarnen dalam fikih muamalah termasuk kedalam bai bitsaman 
ajil atau dapat disebut dengan pembayaran yang ditangguhkan. 
Kata kunci: Penetapan Harga, Pupuk Subsidi, Permentan, dan Fikih Muamalah. 
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ABSTRAK 
Novita Ika Pratiwi, NIM: 152111147; “PENETAPAN HARGA PUPUK 
SUBSIDI DITINJAU DARI PERMENTAN NO. 47/Permentan/SR.310/11/2018 
DAN FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Di PT. Petrokimia Cabang 
Karanganyar)” 
One of Indonesia's development priorities lies in the agricultural sector. The 
government in applying prices for subsidized fertilizers has considered capital and 
related benefits that will be obtained by each party involved in the buying and selling 
process. The purpose of pricing is to provide a price balance in the sale of subsidized 
fertilizers, so that no one feels disadvantaged. It's just that in the process of 
channeling and buying and selling related to pricing there are several variants. Where 
there are retail outlets that sell according to the highest retail price and some that sell 
above the highest retail price. 
This study discusses the distribution of subsidized fertilizer distribution and price 
determination of subsidized fertilizer at PT. Petrochemical Karanganyar Branch. 
Subsidized fertilizers are goods under supervision which procurement and 
distribution are under the responsibility of the Minister of Agriculture for the needs of 
farmer groups or farmers in the agricultural sector. The formulation of the problem in 
this study is How to Determine the Price of Subsidized Fertilizers at PT. 
Petrochemical Karanganyar Branch? and How to Determine Subsidized Fertilizer 
Prices From Permentan No. 47 / Permentan / SR.310 / 11/2018 and fiqh muamalah? 
This type of research is field research and uses deductive qualitative research 
methods with primary data sources from direct interviews with PT. Petrochemical 
Karanganyar Branch besides stalls retailers and farmers. 
The results showed that the implementation of subsidized fertilizer pricing at PT. 
The Karanganyar Branch Petrochemicals is in accordance with the provisions in the 
Regulation of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia as well as in 
Fikih Muamalah, because the Karanganyar Regency's buffer warehouse does not 
have the authority to determine prices, and receive money from the sale of subsidized 
fertilizer, because the distributor must send the sale money directly to PT. 
Petrochemical Gresik. So there is no element of raising prices or being involved in 
price fixing. But in the field case there is an additional price in the process of buying 
and selling subsidized fertilizers. Like what was done by Gapoktan Sari Rejeki, 
where the payment using the yarnen system in muamalah fiqh is included in the bai 
bits Ajil or can be called a deferred payment. 
 
Keywords: Pricing, Subsidized Fertilizer, Permentan, and Muamalah Jurisprudence. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 
Indonesia merupakan negara agraris dengan beriklim tropis yang sangat 
cocok untuk pertanian. Terdapat berbagai varietas tanaman yang tumbuh subur di 
Negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut merupakan bentuk anugerah dari 
Tuhan yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Sebagian besar mata 
pencaharian penduduk Indonesia yaitu sebagai petani. Jenis makanan pokok yang 
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah nasi, jagung, ubi-ubian, sagu dan 
yang lainnya, tetapi jenis makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi adalah 
nasi. 
Prioritas pembangunan negara Indonesia salah satunya terletak pada sector 
pertanian. Peranan sektor pertanian dapat dilihat secara lebih komprehensif, 
antara lain: Pertama, sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu 
berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (food 
security). Kedua, sektor pertanian menghasilkan bahan baku untuk peningkatan 
sektor industri dan jasa. Ketiga, sektor pertanian dapat menghasilkan atau 
menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor. 
Keempat, sektor pertanian merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk 
sektor industri, dan  Kelima, sektor pertanian mampu menyediakan modal bagi 
pengembangan sektor-sektor lain (a net outflow of capital for investment in other 
sectors). 
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Pangan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan kebutuhan 
dasar manusia, hal tersebut akan terus meningkat seiring dengan perkembangan 
jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup. Dengan itu maka haruslah 
diperhatikan bagaimana kualitas tanaman itu sendiri. Pupuk dapat dikatakan 
sebagai sumber makanan dan obat bagi tanaman. Agar tanaman dapat tumbuh 
dengan lebih baik dan subur, diperlukan pupuk sebagai zat yang dapat 
memberikan sumber makanan. Pupuk memiliki peranan penting dan strategis 
dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 
47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi 
Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 pasal 3 ayat (1) Pupuk 
yang ada dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non 
subsidi. Pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk An-organik dan pupuk Organik yang 
diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk. Pada ayat (2) 
diterangkan bahwa Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK.1 
Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan 
adalah dengan memberikan subsidi pupuk, distribusi subsidi pupuk tersebut 
merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani 
dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah sesuai Harga Eceran Tertinggi 
 
1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR. 310/112018 
Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 
2019.  
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(HET). Dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Pertanian pada Pasal 2 merupakan 
dasar hukum dalam pengalokasian dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi. 
Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam 
bentuk Keputusan.2 
Pemerintah dalam menjalankan programnya bekerjasama dengan berbagai 
produsen yang telah berada di bawah naungan BUMN. Produsen pupuk salah 
satunya adalah PT. Petrokimia Gresik. Produsen PT. Petrokimia Gresik telah 
dipercaya untuk memproduksi pupuk baik pupuk subsidi dan pupuk non susidi. 
Petrokimia telah memiliki berbagai cabang yang tersebar di seluruh wilayah 
diIndonesia. Salah satu gudang cabang PT.Petrokimia Gresik berada di daerah 
Karanganyar, yang merupakan kategori lini II. Gudang PT.Petrokimia Gresik 
cabang Karanganyar memiliki tanggung jawab untuk menampung, menerima, 
mendata dan menyalurkan pupuk subsidi tersebut ke lini III. Upaya penyebaran 
pupuk ke berbagai wilayah diharapkan dapat memberikan andil yang besar 
terhadap usaha pemerintah untuk membantu mengurangi beban biaya pupuk 
petani. Selain itu diharapkan subsidi pupuk berpengaruh positif terhadap sektor 
pertanian di dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian 
untuk mewujudkan program ketahanan pangan Nasional.  
Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah atau yang disebut dengan 
Tas’ir Al-Jabari menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, merupakan upaya 
 
2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR. 310/112018 
Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 
2019.  
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pemerintah kepada para pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang 
dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang untuk 
menambah harga atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga atau 
mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugiakan lainnya. Artinya, 
mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan 
masyarakat.3 
Dalam proses melakukan distribusi haruslah menerapkan kejujuran dan 
keadilan yang merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Seseorang 
dapat mengambil keuntungan berlimpah dengan lipstick kebohongan dalam 
bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materealism 
dari cara-cara yang tidak semestinya. Sehingga perlu untuk menanamkan pada 
diri setiap muslim untuk menerapkan kejujuran, keadilan dalam setiap langkah 
kehidupan. Selain sifat kejujuran dalam Islam juga menerapkan prinsip amanah 
dalam setiap bertransaksi. Salah satu hal yang bisa mengingkari semangat 
kejujuran dan amanah adalah penipuan (ghisy). Dalam konteks bisnis, bentuk 
penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang 
harga yang tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya seperti melanggar 
penetapan harga (Tas’ir) yang diatur dalam Permentan.4 Seperti dalam firman 
Allah yang berbunyi: 
 
3 Qustoniah, “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh 
Dengan mempertimbangkan Realitas Ekonomi”, Jurnal Syariah, Vol. II, No. II, Oktober 2014, hlm 
82-83. 
4 Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah, (Surakarta: PSEI Publising, 2013),hlm. 11. 
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ِِِ⧫ِ
➔ِ◆ِ
⧫◆ِِ◼→ِ
⬧⧫◆ِ⧫ِ
⧫⬧ِ
☺◆ِ⧫◆ِ
ِ→➔⧫ِ→➔⬧ِ
⬧ِِِِ 
“Sesunggunya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” 
5Nahl: 90).-(QS.An 
Penetapan harga pupuk subsidi merupakan program khusus pertanian 
yang juga telah ditetapkan dalam permendag pada ayat (3) yaitu program yang 
dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas yang membidangi pertanian 
Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman 
yang anggarannya telah disediakan oleh pemerintah dan/atau lembaga 
lainnya.6 Dengan menerapkan dan menjalankan program pemerintah dengan 
melakukan penyaluran pupuk bersubsidi sesiau dengan HET sama dengan 
telah menerapkan salah satu prinsip tepat, yaitu tepat harga. Prinsip tepat 
harga adalah harga yang diberikan oleh pemerintah harus sama dengan harga 
yang harus dibayar oleh petani. Tujuan dari penetapan harga adalah 
memberikan keseimbangan harga dalam penjualan pupuk bersubsidi, agar 
tidak ada yang merasa dirugikan.  
 
5 Departemen Agama Republik Indonesia,(Jakarta:PT. Serajaya Santra,1987), surat. An-
Nahl: 90. 
 
6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 
tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersusidi Untuk Sektor Pertanian. 
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Dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi terdapat unsur jual beli. 
Dimana kegiatan jual beli haruslah sesuai dengan hukum, rukun dan syarat 
dalam transaksi jual beli. Pemerintah dalam menetapkan harga untuk pupuk 
bersubsidi telah mempertimbangkan terkait modal dan keuntungan yang 
nantinya diperoleh masing-masing pihak yang terkait didalam proses jual beli. 
Sehingga dalam jual beli pupuk subsidi mulai dari Produsen ke Distributor, 
dan Distributor ke Kios Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi dengan 
harga tebus memperhitungkan HET, kemudian untuk Kios Pengecer ke Petani 
wajib menjual pupuk bersubsidi dengan harga sesuai HET tidak boleh 
mengurangi atau melebihkan.  
Namun berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kios Pengecer 
memberikan penjelasan bahwa dalam proses penjualan pupuk subsidi telah 
sesuai, tetapi berdasarkan wawancara dengan petani padi masih saja terdapat 
kenaikan harga. Faktor yang mengakibatkan kenaikan harga berdasarkan 
pendapat para petani adalah kemungkinan untuk biaya transportasi,7 karena 
adanya stok pupuk yang kurang, dan faktor lainnya seperti yang terdapat pada 
Gapoktan Sari Rejeki yang menerapkan sistem yarnen dimana didalamnya 
terdapat tambahan harga sebagai jasa dari jual beli pupuk tersebut.8 
Pembelian pupuk walau dengan adanya kenaikan harga tetap 
dilaksanakan oleh petani karena jika tidak membeli pupuk tersebut maka sama 
 
7 Wito, Petani Padi,  Wawancara Pribadi, tanggal 13 Agustus 2019, jam 19.00 WIB. 
 
8 Suyadi, Karyawan Gapoktan Sari Rejeki,  Wawancara Pribadi, tanggal 16 Agustus 2019, 
jam 08.00 WIB 
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saja menghambat atau mengurangi kadar atau kandungan gizi bagi tanaman 
padi, sehingga dapat mengakibatkan gagal panen, atau hasil pertanian tidak 
maksimal. Apabila petani membeli pupuk selain yang non subsidi harga 
pupuk tersebut akan semakin mahal dan memberatkan para petani. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk 
mengkaji tentang PENETAPAN HARGA PUPUK SUBSIDI DI TINJAU 
DARI PERMENTAN NO. 47/Permentan/Sr.310/11/2018 DAN FIKIH 
MUAMALAH (STUDI KASUS DI PT. PETROKIMIA CABANG 
KARANGANYAR). 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang diatas dapat dikemukan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penetapan harga pupuk subsidi di PT. Petrokimia Cabang 
Karanganyar? 
2. Bagaimana penetapan harga pupuk subsidi ditinjau dari Permentan No. 
47/Permentan/SR.310/11/2018 dan fikih muamalah?  
C. Tujuan Penelitian 
Dari latar belakang diatas dapat dikemukan tujuan yang akan penulis 
lakukan yaitu: 
1. Untuk mengetahui penetapan harga pupuk subsidi di PT. Petrokimia Cabang 
Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui penetapan harga pupuk subsidi ditinjau dari Permentan 
No. 47/Permentan/SR.310/11/2018 dan fiqh muamalah. 
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D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi 
semua pihak, antara lain: 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, dan 
berguna untuk perkembangan ilmu Hukum khususnya Hukum Ekonomi 
Syariah  mengenai Penetapan Harga Pupuk Subsidi Di Tinjau Dari 
Permentan No. 47/Permentan/SR.310/11/2018 dan Fikih Muamalah (Studi 
Kasus Di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar). 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi-
informasi yang dibutuhkan bagi peneliti lain yang mempunyai bahasan yang 
sama, dan penulis harapkan hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik. 
E. Kerangka Teori 
Dalam penelitian ini menggambarkan dua teori penting, yaitu Penetapan 
Harga distribusi menurut Permentan dan Penetapan Harga serta jual beli sesuai 
fiqh muamalah. Penetapan Harga (Tas’ir al-Jabari) campur tangan pemerintah 
dalam persoalan harga merupakan cara untuk mengatasi terjadinya 
ketidakseimbangan dan kesewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
tidak bertanggung jawab dan tidak mau memperhatikan kemaslahatan orang lain. 
Islam memberikan jalan bagi umat manusia untuk melakuakan berbagai 
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improvisasi dan inovasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, Islam mempunyai 
prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem perdagangan yang harus terbebas 
dari unsur dharar (bahaya), jahallah (ketidakjelasan), dan zhulm (merugikan atau 
tidak adil terhadap salah satu pihak).9 
Dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Pertanian pada Pasal 2 merupakan 
dasar hukum dalam pengalokasian dan penetapan HET Pupuk Bersubsidi. 
Alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam 
bentuk Keputusan.10 Penyaluran pupuk berdasarkan Permendag Nomor 17 Tahun 
2011 tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersusidi Untuk Sektor 
Pertanian yaitu terdapat pada ayat (12) bahwa penyaluran adalah proses 
pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT. Pupuk Sriwidjaja (persero) sampai 
dengan kelompok tani atau petani sebagai konsumen akhir. Dalam hal ini PT. 
Petrokimia berada dibawah naungan PT. Pupuk Sriwidjaja sesuai dalam ayat (6) 
sebagai perusahaan induk. Serta proses distribusi berdasarkan Permendag 
haruslah disalurkan secara teratur, sesuai pada ayat (13) bahwa wilayah tanggung 
jawab adalah wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk berdistribusi kepada 
kelompok tani dan/atau petani mulai dari Lini I, Lini II, Lini III, sampai dengan 
Lini IV.11 
 
9 Tas’ir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Pemerintah) Dalam Koridor Fiqh Dengan 
Mempertimbangkan Realitas Ekonomi. Jurnal Syariah. Vol. II, No. II, Oktober 2014, hlm. 79 
 
10 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR. 310/112018 
Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 
2019. 
11 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 
tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersusidi Untuk Sektor Pertanian. 
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Pentingnya pupuk subsidi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional, 
pemerintah menyatakan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. 
Upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menjamin kelancaran pengadaan 
dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani diperlukan pengadaan 
dan penyaluran pupuk yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu: 
1. Tepat jenis yaitu, kesesuaian antara jenis yang harusnya dipakai dengan jenis 
pupuk yang didapat. 
2. Tepat jumlah yaitu, kesesuaian antara jumlah pupuk yang dibutuhkan petani 
dengan jumlah pupuk yang diperolehnya. 
3. Tepat harga yaitu, kesesuaian antara harga eceran pupuk yang ditetapkan 
pemerintah dengan harga pupuk yang harus dibayar petani. 
4. Tepat tempat yaitu, kesesuaian antara lokasi petani mendapatkan pupuk 
dengan lokasi seharusnya petani mendpatkan pupuk tersebut. 
5. Tepat waktu yaitu, kesesuaian periode ketersediaan pupuk dengan jadwal 
pemupukan yang dilakukan petani dan 
6. Tepat mutu yaitu, kesesuaian antara karakteristik pupuk yang seharusnya 
diterima petani khususnya kandungan kimiawinya, dengan karakteristik 
pupuk yang secara nyata diperoleh petani.12 
Pembahasan terkait enam prinsip dalam distribusi lebih memfokuskan pada 
prinsip ke tiga, yaitu tepat harga. Penetapan harga (Tas’ir) merupakan salah satu 
 
12Dwi Susilowati, “Efektivitas Sistem Distribusi Pupuk Di Kabupaten Malang”, Jurnal  
Ekonomika-Bisnis, Vol. 02 No. 02 Bulan Juni Tahun 2010 Hal. 409 - 430 hlm 275, hlm 415. 
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aspek terpenting dalam melakukan distribusi pupuk subsidi. Dengan adanya 
Penetapan harga (Tas’ir) yang dilakukan pemerintah secara langsung dan 
diharapkan dapat memperlancar arus distribusi. Sehingga tidak terjadi 
kecurangan-kecurangan dalam melakukan proses jual beli pupuk. Peraturan 
tentang harga eceran tertinggi dan kemasan pupuk subsidi terdapat pada Pasal 11 
Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2018 tentang 
alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 
anggaran 2019.13 
Distribusi menempati posisi penting dalam teori ekonomi mikro Islam 
karena pembahasan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi tetapi 
juga aspek sosial dan politik. Distribusi kekayaan merupakan masalah yang 
sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat. Pentingnya 
distribusi harta kekayaan dalam ekonomi Islam bukan berarti tidak 
diperhatikannya keuntungan yang diperoleh dari produksi, agar distribusi 
memberikan signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip 
distribusi sebagai berikut:14 
1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan 
Dalam distribusi terdapat prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi 
yang mengandung maksud diantaranya yaitu, pertama, kekayaan tidak boleh 
dipusatkan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada 
 
13Peraturan Mentri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2008 
tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2019. 
14 Idri, Hadis Ekonomis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, (Kencana, 2010), hlm 150. 
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seluruh masyarakat. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari 
kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan 
tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi 
jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.15 Setiap warga Negara memiliki 
hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh 
Negara maupun oleh sesama masyarakat. Serta dalam persoalan ekonomi, 
Negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga Negara memiiki 
kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya 
ekonomi, sehingga tidak ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang 
terzalimi haknya. Oleh karena itu, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam 
bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, 
tetapi selalu beredar dalam masyarakat atau terjadi penimbunan harta 
(ihtikar). Keadilan distribusi juga menjamin terciptanya pembagian yang adil 
dalam kamakmuran.16 
2. Prinsip Persaudaraan dan Kasih Sayang 
Konsep persaudaraan (ukhuwah) dalam Islam menggambarkan solidaritas 
individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola 
hubungan sesama Muslim. Rasa persaudaraan harus ditanam dalam hati 
sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. 
Distribusi kekayaan dalam Islam sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip 
 
15 Ibid.. hlm 151. 
16Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi 
Islam”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No.2, Desember 2016, hlm 81. 
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ini karena terdapat kaitannya dengan zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, 
waris, dan sebagiannya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi mereka 
semakin baik. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang tersebut bukan berarti 
bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non-
Muslim. Islam memperbolehkan umanya bertransaksi dengan siapapun 
asalkan sejalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam tanpa membedakan 
agama, ras, dan bangsa.17 
 
 
 
3. Prinsip Solidaritas Sosial 
Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi 
harta kekayaan. Prinsip solidaritas sosial dalam ekonomi Islam mengandung 
beberapa elemen dasar, yaitu:  
a. Sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah, 
b. Adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang kaya, 
c. Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan orang-
orang kaya saja, 
d. Anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang-orang yang 
menjadi tanggungan kemudian kepada masyarakat, dan lain sebagainya.18 
 
17Idri,  Hadis Ekonomis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi... hlm. 152. 
18Ibid.. hlm 153. 
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Muamalah merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam. Dalam proses 
bermuamalah sangat berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam 
persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-
piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah 
dan sewa-menyewa.19 Dengan menjaga prinsip-prinsip muamalah secara benar, 
maka akan menghasilkan keuntungan antara penjual dan pembeli. Prinsip 
ekonomi seperti inilah yang akan selalu diperjuangkan oleh sistem muamalah 
dalam Islam dengan maksud menghindari unsur gharar di antara kedua belah 
pihak, dengan kejelasan transaksi dan sebagainya, sehingga masing-masing dapat 
merasakan keuntungan.20Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang 
atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang 
satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi 
barang, dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan 
Syara’ dan disepakati.21Dalam bertansaksi harus memiliki dasar prinsip agar 
sesuai dengan hukum Islam. Prinsip-prinsip utama bermuamalah (jual beli) 
antara lain: 
1. Hukum asal dalam bermuamalah adalah mubah (diperbolehkan), kecuali 
terdapat nash yang melarangnya. 
 
19Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam”, Jurnal Perbankan 
Syariah, hlm 30. 
20Ibid.. hlm 27. 
 
21Waluyo, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Tim Gerbang Media, 2014), hlm 5. 
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2. Konsep fiqh muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan, dan menghindari 
permusuhan. 
3. Menetapkan harga yang kompetitif. 
4. Menghindari eksploitasi dengan memanfaatkan keadaan orang lain demi 
kepentingan pribadi. 
5. Memberikan kelenturan dan toleransi. 
6. Bersikap jujur dan amanah.22 
 
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
1. Moch. Sulhan Aditama, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 
Tulungagung Tahun 2016, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan (Studi kasus di Desa 
Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar)”.  
Pada penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan pada praktik jual beli 
yang dilakukan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. 
Menerapkan jual beli dimana petani membeli pupuk di kios-kios pertanian 
selalu dijual dengan sistem paketan. Yang dimaksud jual beli pupuk paketan 
disini adalah jual beli pupuk anorganik subsidi maupun non subsidi yang 
dalam pemasaranya pembeli di wajibkan untuk membeli pupuk organik 
sebagai tambahanya. Kebijakan yang seperti itu dirasakan petani sangat 
 
22Masjupri, Daras  Fiqh Muamalah 1, hlm 7-11. 
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memberatkatkan karena harga pupuk bersubsidi yang sudah mahal tapi masih 
dipersulit dengan mengharuskan membeli produk pupuk yang tidak 
dikehendaki oleh petani, akhirnya mau tidak mau petani harus membelinya 
karena pupuk bersubsidi tidak selalu ada dan di kios lain pun juga menerapkan 
sistem yang sama yaitu paketan.23 
2. Wawan Munandar, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakara Tahun 2016, yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan Sistem Pembayaran 
Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan 
Kabupaten Brebes”. 
Pada penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan pada system jual beli 
pupuk Pertanian dengan system pembayaran tangguh. Desa Siandong, 
Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes adalah sebuah Desa yang memiliki 
lahan cukup luas. Sebagian besar masyarakat di Desa Siandong dalam 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung pada hasil pertanian. 
Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali 
melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tunda, yaitu 
jual beli dengan cara pembayaran di kemudian hari atau ditangguhkan 
(dengan tempo waktu), dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati 
oleh kedua belah pihak. Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka 
pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga 
 
23Moch.Sulhan Aditama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan 
(Studi kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Blitar)”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN 
Tulungagung Tahun 2016. 
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setiap pembelian secara hutang. Jual beli dengan system ini oleh masyarakat 
Desa Siandong dikenal dengan jual beli secara hutang. Dalam pandangan 
sebagian masyarakat Siandong system tersebut terdapat unsur riba karena ada 
tambahan harga setiap pembelian secara hutang.24 
3. Nala Rohmayani, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
Tahun 2016, yang berjudul “Perilaku Petani Padi Dalam Menghadapi 
Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Babadan Kabupaten 
Ponorogo Provinsi Jawa Timur”. 
Pada penulisan skripsi ini penulis lebih menekankan pada prilaku petani padi 
dalam menghadapi kelangkaan pupuk subsidi.Dalam penelitian ini terdapat 
dua factor yang mempengaruhi perilaku petani dalam dalam bertindak 
dibedakan menjadi dua yaitu faktor pribadi dan faktor ekonomi. Faktor 
pribadi terdiri dari usia, pendidikan dan pengalaman, sedangkan faktor 
ekonomi terdiri dari pendapatan, luas area lahan dan ketersediaan pupuk 
lain.25 
Berdasarkan penelitian diatas, sama-sama membahas tentang pupuk subsidi. 
Akan tetapi pada penelitian ini yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan 
tentang Penetapan harga (Tas’ir) pupuk susidi yang ditinjau secara lebih rinci 
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
 
24 Wawan Munandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian Dengan 
Sistem Pembayaran Tangguh (Studi Pada Masyarakat Desa Siandong Kecamatan Larangan 
KabupatenBrebes)”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakara 
Tahun 2016 
 
25 Nala Rohmayani, “Perilaku Petani Padi Dalam Menghadapi Kelangkaan Pupuk 
Bersubsidi Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur”, Fakultas Pertanian 
Universitas MuhammadiyahYogyakara Tahun 2016. 
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2018 dan Fikih Muamalah yang dilaksanakan di PT.Petrokimia Cabang 
Karanganyar yang merupakan distributor penyangga PT.Petrokimia Gresik yang 
nantinya pupuk subsidi tersebut akan di distribusikan ke distributor dibawahnya 
kemudian kepengecer lalu kekios-kios dan kemudian sampai kepada Petani.  
Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada. 
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan dimana 
penulis melakukan penelitian lapangan yang objeknya mengenai bagaimana 
Penetapan Harga Pupuk Subsidi Di Tinjau Dari Permentan No.47/ 
Permentan/SR.310/11/2018 Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di PT. 
Petrokimia Cabang Karanganyar). Sekaligus menggunakan bahan 
kepustakaan yakni penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan judul 
diatas. Sedangkan penelitian ini bersifat diskriptif, yakni menggunakan 
informasi lapangan yang sebagaimana adanya waktu penelitian.26 
2. Sumber Data  
a. Data Primer  
 
26 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuan Singkat, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo, 2009), hlm.13-14. 
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Yaitu data utama yang diambil dari sumber pertama dari dokumentasi, data 
wawancara di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar, wawancara dengan 
toko pengecer resmi, dan wawancara kepada petani . 
b. Data Sekunder  
Dalam penelitian penulis melakukan studi kepustakaan yaitu dengan 
mempelajari buku kepustakaan, jurnal, literatur, dan Permentan No.47/ 
Permentan /SR.310/11/2018 Dan Fikih Muamalah, serta peraturan materi 
yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini. 
 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi Di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar, dan waktu penelitiannya akan 
dilaksanakan tanggal 17 Desember 2018 sampai 17 Februari 2019.  
4. Teknik Pengumpulan Data  
a. Observasi  
Yakni mengamati dan melihat lebih dekat mengenai Penetapan Harga 
Pupuk Subsidi Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Pertanian 
No.47/Permentan/SR.310/11/2018 Dan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di 
PT. Petrokimia Cabang Karanganyar). 
b. Wawancara  
Yakni teknik tanya jawab secara lisan berpedoman pada pertanyaan 
terbuka. Sehingga diperoleh jawaban yang dilakukan peneliti inginkan dari 
pihak PT. Petrokimia Cabang Karanganyar, dari pihak Kios Pengecer resmi 
dan juga dari pihak petani . 
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c. Studi Dokumentasi  
Yakni pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara mencari data 
dokumentasi yang terkait dengan Penetapan Harga Pupuk Subsidi Di 
Tinjau Dari Permentan No.47/Permentan/SR.310/11/2018 Dan Fikih 
Muamalah (Studi Kasus Di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar). 
5.  Teknik Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif. Wawancara dan observasi mendalam ditambah kajian dokumen 
yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data tetapi juga untuk 
mengungkap makna yang terkandung dalam latar belakang penelitian. 
H. Sistematika Pembahasan 
Sitematika pembahasan lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan 
yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara lebih sitematika yang 
akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima sub bab dan masing-masing bab 
mengandung beberapa sub bab, diantaranya; 
Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah berisi tentang uraian mengenai 
masalah penelitian dan alasan mengapa masalah itu menarik dan perlu di teliti, 
rumusan masalah apa yang menjadi permasalahan. Tujuan penelitian, membahas 
mengenai tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini. Manfaat penelitian 
dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang 
bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penulis, dan pembaca. Kajian pustaka 
yang memuat tentang uraian singkat tentang teori dasar. Tinjauan pustaka yaitu 
berupa tinjauan terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan sehingga 
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menjadikan penulis untuk membuat suatu penelitian yang lebih baru. Metodelogi 
penelitian yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian. 
Sitematika penulisan yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari 
penelitian. 
Bab II ini berisi tentang penjelasan dan penjabaran lebih mendalam terkait 
dari kerangka teori. Dimana terdiri dari dua sub bab, pertama tentang Penetapan 
harga (Tas’ir) pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 
Republik Indonesia No.47/Permentan/SR.310/11/2018 dan yang kedua tentang 
Penetapan harga dan Jual Beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli dalam 
fikih muamalah. 
Bab III ini berisi tentang data-data hasil dari penelitian tentang Gambaran 
umum PT. Petrokimia Cabang Karanganyar dan Penetapan Harga Pupuk Subsidi 
Di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar. 
Bab IV ini berisi tentang Analisis Penetapan Harga Pupuk Subsidi Di Tinjau 
Dari Permentan No.47/Permentan/SR.310/11/2018 Dan Fikih Muamalah. 
Bab V ini berisi tentang kesimpulan dari jawaban pada rumusan masalah, 
serta berisi tentang saran yang diberikan penulis terkait Penetapan Harga Pupuk 
Subsidi Di Tinjau Dari Permentan No.47/Permentan/SR.310/11/2018 Dan Fikih 
Muamalah (Studi Kasus Di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar). 
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BAB II 
Penetapan Harga Pupuk Subsidi Berdasarkan Permentan dan Jual Beli serta 
Penetapan Harga Dalam Fikih Muamalah 
 
A. Penetapan Harga Berdasarkan Permentan  
Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan 
seorang muslim kepada Allah. Pengelolaan pasar dalam kegiatan ekonomi akan 
mendapatkan keberkahan jika dilandasi dengan ketakwaan yang kemudian akan 
berujung kepada keadilan dan kemaslahatan bersama. Kebijakan soal harga 
merupakan hal yang sangat penting dalam transaksi di pasar karena pengabaian 
terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.27 
Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam 
kehidupan ekoomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. 
Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak mana pun, tak terkecuali 
negara dengan otoritas penentuan harga atau private sektor dengan kegiatan 
monopolistik ataupun lainnya. Harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak 
 
27 Usman Abu Bakar, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (BungaRampai Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta,2015), hlm.26. 
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memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menetukan harga, 
kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut 
pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.28 
Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis. Namun tidak boleh 
melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal 
dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Bersumber 
dari hadist dari Muslim, Ahmad, Abu Daud dari Saib bin al Musyyab dari 
Ma’mar bin Abdullah Al-Adawi bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tidaklah 
orang melakukan ikhtikar itu kecuali ia berdosa” Islam menghargai hak penjual 
dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam 
membolehkan pemerintah untuk melakukan  intervensi harga, bila kenaikan 
harga disebabkan adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran. 
Kebolehan intervensi harga antara lain karena;29 
1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu, melindungi 
penjual dalam hal tambahan keuntungan (provite margin) sekaligus 
melindungi pembeli dari penurunan daya beli. 
2. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak 
dilakukan intervensi harga penjual menaikkan harga dengan cara ihktikar 
atau ghaban faa hisy. Oleh karenanya pemerintah dituntut proaktif dalam 
 
28 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 
Kencana,2010), hlm.160-161. 
 
29 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 
hlm.222. 
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mengawasi harga guna menghindari adanya kezaliman produsen kepada 
konsumen. 
3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual 
mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga 
harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut. 
Dalam melakukan penyaluran pupuk subsidi kepada para kelompok tani atau 
petani dibutuhkan suatu konsep yang benar agar proses penyaluran subsidi 
tersebut dapat sampai dengan tepat ketangan para konsumen. Dasar Hukum 
penetapan harga untuk distribusi pupuk subsidi telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 
Pertanian Tahun Anggaran 2019 . Dalam permendag tersebut di terangkan pada 
pasal 1 ayat (15) tentang Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut (HET) 
adalah harga tertinggi pupuk bersubsidi dalam kemasan 50kg, 40kg, atau 20 kg 
di lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang pertanian.30 
Penetapan harga pupuk subsidi merupakan program khusus pertanian yang 
telah ditetapkan dalam permendag pada ayat (3) yaitu program yang 
dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas yang membidangi pertanian 
 
30Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 
tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersusidi Untuk Sektor Pertanian. 
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Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang 
anggarannya telah disediakan oleh pemerintah dan/atau lembaga lainnya.  
Harga eceran tertinggi dan kemasan pupuk bersubsidi terdapat dalam Pasal 
11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa;31 
1. Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET. 
2. HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut: 
a. Pupuk Urea  = Rp1.800,00 per kg; 
b. Pupuk SP-36  = Rp2.000,00 per kg; 
c. Pupuk ZA  = Rp1.400,00 per kg; 
d. Pupuk NPK  = Rp2.300,00 per kg; dan 
e. Pupuk Organik  = Rp500,00 per kg. 
3. HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 
pembelian oleh Petani sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di 
Pengecer Resmi secara tunai dalam volume sebagaimana berikut: 
a. Pupuk Urea  = 50 kg; 
b. Pupuk SP-36  = 50 kg; 
c. Pupuk ZA  = 50 kg; 
d. Pupuk NPK  = 50 kg; dan 
e. Pupuk Organik  = 40 kg. 
 
31 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR. 310/112018 
Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 
2019. 
26 
 
Sesuai berdasarkan peraturan Menteri Pertanian pada Pasal 7 (4) Alokasi 
pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehKepala 
Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk Keputusan.32 Proses penyeluran pupuk 
bersubsidi juga harus sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 
Tani (RDKK) seperti dalam Pasal 1 ayat (14) dijelaskan bahwa RDKK adalah 
perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun kelompok tani 
berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun peternak, dan 
pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi 
pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.33 
Dalam proses penyaluran pupuk subsidi harus diketahui lokasi dan peran 
Lini masing-masing, agar dapat dipantau dengan jelas oleh petugas pengawas 
penyaluran pupuk bersubsidi terkait ketertiban alokasi dan penetapan harga jual 
beli pupuk sesuai dengan HET atau tidak. Lokasi setiap Lini dalam proses 
penyaluran terdapat pada Pasal 1 ayat (16-19) yaitu; 
a. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen atau wilayah 
pelabuhan tujuan untuk produk impor. 
b. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit 
Pengantongan pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. 
 
32Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersusidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 
Anggaran 2019. 
 
33 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 
tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersusidi Untuk Sektor Pertanian. 
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c. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau Distributor di wilayah 
kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen. 
d. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan 
dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor. 
Terkait dengan tugas wewenang Distributor terdapat pada Pasal 10 ayat (2) adalah 
sebagai berikur: 
a. Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk Bersubsidi 
dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai 
dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, dan 
mutu. 
b. Distributor bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk 
Bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai 
dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan. 
c. Distributor menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang 
ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen, dan 
d. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk 
bersubsudi, untuk itu: 
1. Distributor dilarang melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada 
pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai pengecer. 
2. Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian pupuk 
bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas distributor yang 
bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari pengurus/atau 
pimpinan distributor yang bersangkutan. 
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e. Distributor berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan 
dan promosi 
f. Distributor melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap 
kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupk bersubsidi kepada 
petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta 
melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen 
yang menunjuknya. 
g. Distributor wajib memasang nama dengn ukuran 1 x 1,5 meter sebagai 
distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh produsen di wilayah tanggung 
jawabnya 
h. Distributor melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait 
di wilayah tanggung jawabnya 
i. Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk 
bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan 
kepada produsen dengan tembusan kepada instansi terkait sesuai bntuk 
laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peraturan ini, dan 
j. Distributor menetapkan lingkungan wilayah tanggung jawab penyaluran 
pupuk bersubsidi kepada pengecer yang ditunjuknya. 
Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab pengecer terdapat pada pasal 11 ayat 
(5) adalah sbagai berikut:34 
a. Pengecer bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi 
yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani/petani. 
 
34 Ibid. 
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b. Pengecer bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan 
peruntukannya. 
c. Pengecer bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis 
pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh distributor. 
d. Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya 
kepada kelompok tani/petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup 
wilayah tanggung jawabnya 
e. Pengecer menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang 
berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang 
di Lini IV/Kios pengecer 
f. Pengecer wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter 
sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen, dan 
g. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku. 
Apabila dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi baik dalam proses, 
tahapannya, dan khususnya dalam jual beli pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan 
Permendag akan mendapat sanksi administrtif, seperti dalam Pasal 21 yang 
berisi; 
1. Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (4) dan ayat (5) huruf f dan g, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari 
Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan. 
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2. Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat 
peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis 
terakhirdari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan 
Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota. 
3. Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal 
surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas 
Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan 
secara tertulis kepada: 
a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan 
pengecer, dan 
b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi 
penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki 
pengecer.35 
B. Jual Beli dan Penetapan Harga Dalam Fiqh Muamalah 
1.  Jual Beli 
a. Pengertian Jual Beli 
Salah satu usaha yang dilakukan seseorang guna untuk mencapai 
kemakmuran yakni dengan usaha jual beli, Kegiatan Jual Beli merupakan 
kegiatan yang hampir setiap hari kita lakukan dalam kegiatan ekonomi, 
 
35 Ibid 
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Jual Beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta 
kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat 
tukarnya. 
Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti al-Bai’, al-Tijarah 
dan al-Mubadalah yang berarti mengambil, memberikan sesuatu dan 
barter. Secara Etimologis pengertian jual beli adalah menukar harta 
dengan harga lainnya. Menurut istilah (Terminology) yang dimaksud 
dengan jual beli adalah sebagai berikut:36 
1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan 
melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling 
merelakan. 
2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan 
aturan Syara’. 
3) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus 
(diperbolehkan). 
Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli 
merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang 
mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan 
perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati. 
Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaraan-
 
36 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.68-69. 
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persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual 
beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai 
dengan kehendak Syara’. 
Didalam Islam terdapat empat jenis hukum dalam jual beli yang 
Pertama, mubah (boleh) dimana merupakan hukum asal dari jual beli. 
Kedua, wajib seumpamanya wali menjual harta anak yatim apabila 
terpaksa, begitu juga kadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak 
utangnya dari pada hartanya). Ketiga, haram sebagaimana jenis-jenis jual 
beli yang terlarang, dengan maksud tidak sesuai dengan ketentuan syara’. 
Keempat, sunnat misalnya jual beli kepada sahabat atau keluarga yang 
dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut.37 
b. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Proses transaksi jual beli dalam Islam terdapat tiga rukun atas jual 
beli yang harus dilaksanakan agar proses jual beli sah, diantaranya yaitu, 
shighot (akad), pelaku akad, dan objek akad. Masing-masing dari tiga hal 
tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu pelaku akad terdiri dari harga dan 
barang, shighot terdiri dari ijab dan qobul.38 
1. Shighot (Akad) 
Akad merupakan ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan 
sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan 
 
37 Masjupri, Buku Dasar Fiqh Muamalah, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 99 
 
38 Ibid.. hlm 97-99. 
33 
 
kerelaan (keridhaan). Ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya 
saya menjual barang ini sekian. Qabul adalah ucapan seorang pembeli 
ketika menerima barang tersebut dengan harga sekian. Pada dasarnya 
ijab qabul dilakukan dengan lisan, apabila jika tidak memungkinkan 
ijab qabul oleh dilakukan dengan cara lain, misalnya surat-menyurat, 
isyarat tubuh.39 Menurut ulama lafadz tersebut harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu keduanya 
pantas menjadi jabawan dari orang lain. 
b. Makna keduanya adalah mufakat. 
c. Tidak bersangkutan dengan yang lain.  
d. Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara 
keduanya. 
Akad yang merupakan bagian dari rukun jual beli harus diterapkan 
seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang 
berbunyi; 
⧫ِِ
❑⧫◆ِ❑➔ِ
❑→➔ِِِ
⬧ِ➔☺◆ِ➔ِ
ِ⧫ِ◼ِ◼⧫ِ
◆ِ⧫➔ِِ
◆ِِِِِ
⧫⬧ِ⧫ِِِِ 
 
39 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 70. 
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihallkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibicarakan kepadamu. (Yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya”.40 
 
 
 
 
2. Pelaku akad  
Rukun jual beli yang kedua adalah pelaku akad atau beberapa orang yang 
melakukan akad, berikut syarat-syarat diantaranya yaitu:41 
a. Baliqh, seseorang yang melakukan transaksi jual beli haruslah 
cukup umur. Anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang 
belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama 
memperbolehkan. 
b. Berakal, agar tidak mudah ditipu oleh orang lain atau agar tidak 
mudah terkecoh. seperti orang gila atau bodoh tidak sah jual 
belinya. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Nisa:5, yang 
berbunyi: 
 
40 Departemen Agama Republik Indonesia,(Jakarta:PT. Serajaya Santra,1987), surat al-
Maidah:1. 
 
41 Ibid.. hlm. 74. 
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 ْمُهوُسْكاَو اَهياف ْمُهوُُقزْراَو اًماَياق ْمُكَل ُ َّللَّا َلَعَج اتَِّلا ُمُكَلاَوَْمأ َءاَهَف ُّسلا اوُتْؤ ُت َلََو
ًافوُرْعَم ًلَْو َق ُْمَله اوُلوُقَو 
“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang 
bodoh”.42 
 
Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada 
orang bodoh. ‘Ilat larangan tersebut ialah karena orang bodoh 
tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil 
juga tidak cakap mengelola harta sehingga orang gila dan anak 
kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul. 
c. Kehendak pribadi, maksudnya bukan atas paksaan orang lain. 
d. Tidak mubadzir, sebab harta orang yang mubadzir itu ditangan 
walinya. 
3. Objek Akad 
Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang yang diperjual 
belikan. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad sebagai berikut: 
a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan 
benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. 
b. Memberi manfaat menurut Syara’, maka dilarang jual beli benda-
benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara’ 
seperti menjual babi, cicak. 
 
42 Departemen Agama Republik Indonesia,(Jakarta:PT. Serajaya Santra,1987), surat an-
Nisa: 5. 
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c. Tidak boleh ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada 
hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu. 
d. Barang dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak 
dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih berada 
dilaut. 
e. Milik penuh dalam penguasaan penuh, tidak sah menjual barang 
orang lain dengan tanpa seijin pemiliknya atau barang-barang 
yang baru kan menjadi miliknya. 
f. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat 
diketahui banyaknya, beratnya, takarannya,  atau ukuran-ukuran 
yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan 
keraguan salah satu pihak. 
c. Prinsip-Prinsip Jual Bali Ekonomi Islam 
Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. 
Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang 
penyangganya adalah sebagai berikut;43 
1) Siap menerima resiko 
Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap 
muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, 
yaitu menerima resiko yang terkait pekerjannya itu. Keuntungan dan 
manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena 
itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa 
 
43 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 7. 
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resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “di mana ada manfaat, 
disitu ada resiko” (Al Kharaj bid dhaman). 
2) Tidak melakukan penimbunan 
Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan 
harta mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka 
untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Dalam ekonomi 
syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak 
boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum 
Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur 
tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan 
sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak 
untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan 
penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. 
Uang yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk 
kepentingan jual beli (selling and buying) secara kontinu. Suatu koin 
terdiri dari dua sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka, 
suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, 
secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga 
dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa “koin ekonomi 
terdiri atas dua sisi, yaitu sisi jual dan sisi beli, uang itu harus secara 
kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul”. 
Untuk itu, terdapat tiga cara untuk menggunakan uang yang 
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diperbolehkan secara syariah, yaitu konsumsi yang halal, kegiatan 
yang produktif atau investasi dan kesejahteraan sosial.44 
3) Tidak Melakukan Monopoli  
Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari 
peporangan maupun lembaga bisnis dapat melakuakan monopoli. 
Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam 
mendorong  persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari Fastabiqul 
Khairat. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan 
merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak. 
Pisang misalnya mempunyai harga. Begitu pula dengan komoditi lain 
seperti komputer, furniture, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan 
menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberikan pinjaman 
sebesar lima juta rupiah kepada orang lain, maka orang yang menerima 
pinjaman itu mengembalikan lima juta dan bukan lima juta dua ratus 
rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar), oleh karena itu 
maka nilainya harus dijaga agar tetap stabil. 
4) Larangan Terhadap Praktik Riba 
Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, baik, 
kerjasama, amanah, tawakkal, qana’ah, sabar, dan tabah. Sebaliknya 
beliau menasihati agar pedagang meninggalkan sifat kotor 
perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi 
merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrawi. Akhirnya kredibilitas 
 
44 Ibid.. hlm. 8. 
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hilang, pelanggan lari, dan kesempatan berikutnya sempit. Rasulullah 
tidak saja meletakkan dasar tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi 
juga membangun sumber daya manusia dan akhlak lembaga sebagai 
pendukung dan prasyarat dari lembaga itu. Misalnya pasar tidak akan 
berjalan dengan baik tanpa akhlak yang baik. Beberapa langkah yang 
dilakukan Rasulullah adalah;45 
a. Pertama, penghapusan riba.  Keberadaan kaum Yahudi yang suka 
melakukan riba membuat penduduk Madinah resah, karena 
tersebut seringkali menyengsarakan mereka. Opini umum 
menganggap bahwa dengan melakukan pinjaman uang kepada 
orang lain dan menetapkan riba pada pinjaman itu maka pinjaman 
tersebut akan tumbuh. Tetapi opini tersebut dijawab langsung oleh 
Al-Quran bahwa opini tersebut tidak benar. Dengan begitu banyak 
sahabat yang meninggalkan riba dan hanya mengambil modalnya 
saja. 
b. Kedua,keadilan. Keadilan merupakan pengakuan dan perlakuan 
yang seimbang antara hak dan kewajiban. Berdasarkan kesadaran 
etis, manusia dituntut untuk tidak hanya menuntut hak dan 
melakukan kewajiban, atau sebaliknya. Jika manusia hanya 
menuntut salah satunya saja maka sikap dan tindakannya akan 
cenderung mengarah kepada pemerasan dan memperbudak orang 
 
45 Akhmad Muajahidin, Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar, 
(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 169. 
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lain. Selain keadilan, kejujuran juga merupakan tonggak dalam 
kehidupan masyarakat yang beradap.46 
5) Larangan terhadap rekayasa harga 
Rasulullah saw menyatakan bahwa harga dipasar itu ditentukan oleh Allah. 
Yang berarti harga pasar tidak boleh diintervensi oleh siapa pun. Anas 
ra meriwayatkan bahwa pernah di Madinah terjadi kenaikan harga-
harga barang, kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah agar 
menetapkan harga namun beliau menolaknya karena harga barang di 
pasar ditentukan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan 
harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini 
dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apaila tidak 
dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus 
penimbunan barang, riba dan penipuan maka pemerintah hendaknya 
dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil 
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.47 
d. Macam-Macam Jual Beli 
Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang tidak dapat terpisahkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. 
Pertama, Ditinjau dari segi benda (objek jual beli), Kedua, ditinjau dari 
segi pelaku jual beli, dan yang Ketiga, ditinjau dari segi hukumnya.  
 
46 Ibid.. hlm. 174. 
 
47 Ibid.. hlm. 167. 
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1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli. 
Jual beli berdasarkan pendapat Imam Taqiyuddin dibagi menjadi tiga 
bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan 
sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada. 48 
a) Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad 
jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan 
penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakuakan masyarakat banyak 
dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar. 
b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual 
beli salam (pesanan) maksudnya perjanjian yang penyerahan 
barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai 
imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam salam 
berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan, yaitu: 
1) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang 
mungkin dijangkau oleh pembeli, berupa barang yang dapat 
ditakar, ditimbang, maupun diukur. 
2) Dalam akad harus disebukan segala sesuatu yang bisa 
mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya 
benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas dengan 
kualitas nomor satu, nomor dua, dan seterusnya. 
3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-brang yang 
biasa didapatkan di pasar. 
 
48 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm.  75-76. 
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4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung. 
c) Jual beli benda yang tidak dapat dilihat adalah jual beli yang 
dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau 
masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh 
dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan 
kerugian salah satu pihak. 
2. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek). 
Jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, dengan perantara, 
dan dengan perbuatan.49 
a) Penyampaian akad jual beli dengan lisan, adalah akad yang 
dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang berkebutuhan 
khusus seperti tuna wicara (bisu) diganti dengan isyarat 
merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. 
b) Penyampaina akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau 
surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan 
misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dibolehkan menurut syara. 
Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama 
dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antar 
penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad. 
c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal 
dengan istilah mu’athah yaitu mengambil dan memberikan barang 
tanpa ijab dan qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang 
 
49 Ibid.. hlm. 77. 
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sudah ditulis label harganya, dibandrol oleh penjual kemudian  
pembeli memberikan uang pembayaran kepada penjual. 
3. Ditinjau dari segi hukumnya. 
Selain pembagian diatas, Jual beli dari segi hukumnya dibagi menjadi dua. 
Pertama, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, yang Kedua, 
jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya..50 
a) Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai 
berikut: 
1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, 
babi, berhala, bangkai, dan khamar. 
2) Jual beli sperma(mani) hewan, seperti mengawinkan seekor 
domba jantan dan betina agar dapat memperoleh turunan. 
3) Jual beli binatang yang masih berada dalam perut induknya. 
Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan 
tidak tampak. 
4) Jual beli dengan Muhaqallah. Baqalah artinya tanah, sawah, 
dan kebun, sedangkan maksud Muhaqallah disini ialah menjual 
tanaman-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini 
dilarang sebab ada persangkaan riba di dalamnya. 
5) Jual beli dengan Mukhadharah., yaitu menjual buah-buahan 
yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan 
 
50 Ibid.. hlm. 78-81. 
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yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan yang 
lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar. 
6) Jual beli dengan Muammassah, yaitu jual beli secara sentuh 
menyentuh, misalkan seorang menyentuh sehelai kain dengan 
tangannya suwaktu malam atau siang hari, maka yang 
menyentuh membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena 
mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan 
kerugian bagi salah satu pihak.  
7) Jual beli dengan Munabadzah, yaitu jual beli secara lempar 
melempar seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa 
yang ada padamu, nanti kulemperkan pula kepadamu apa yang 
ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual 
beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada 
ija dan qabul. 
8) Jual beli dengan Muzabanah, yaitu menjual buah yang basah 
dengan buah yang kring, seperti menjual padi yang kering 
dengan diayar padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo 
sehingga akan merugikan pemilik padi kering. 
9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang 
diperjualbelikan. Menuru Syafi’i penjualan seperti ini 
mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata 
“ku jual uku ini seharga $ 10,- dengan tunai atau $ 15,- dengan 
cara hutang”. Arti kedua ialah seperti seorang berkata “Aku 
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menjual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual 
tasmu kepadaku”. Rasulullah SAW bersabda; 
“Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah SAW. bersabda, 
barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu 
penjualan barang, maka aginya ada kerugian atau riba”. 
(Riwayat Abu Dawud). 
 
10) Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, 
hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, 
hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang 
berkata, “aku jual rumahku yang butuh ini kepadamu dengan 
syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”. Lebih jelasnya, 
jual beli ini sama dengan jual beli dua harga dalam arti yang 
kedua menurut al-Syafi’i. 
11) Jual beli dengan Gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga 
ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang 
masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya 
kelihatan bagus tetap5 dibawahnya jelek. 
12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, 
seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang 
dikecualikan salah su bagiannya, misalnya A menjual seluruh 
pohon-pohon yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual 
beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. Namun, kucuali 
apabila yang ikecualikan tidak jelas (majhul), jual beli tersebut 
batal. 
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13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini 
menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan 
pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang 
membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, 
kemudian ia jual kembali, mak ia tidak boleh menyerahkan 
kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga 
ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua. 
Rasulullah melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, 
dengan takaran penjual dan takaan pembeli (Riwayat Ibnu 
Majah dan Daruquthni). 
b) Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi 
yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain 
sebagai berikut;51 
1) Menemui orang-orang desa sebelum meraka masuk ke pasar 
untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-
murahnya, sebelum mereka tahu harga pasarnya, kemudian ia 
jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuaan ini sering 
terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan 
antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah 
mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. 
2) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti 
seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku 
 
51 Ibid.. hlm. 82-83. 
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yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini 
dilarang karena dapat menyakiti orang lain. 
3) Jual beli dengan Najasyi, yaitu seseorang menambah atau 
melebihi harga temannya dengan maksud memancing-
memancing orang agar orang itu mau membeli barang 
kawannya. Hal ini dilarang agama. 
4) Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang 
berkata; “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti 
barangkali saja kau beli dangan harga yang lebih murah dari 
ini”. 
Dalam proses transaksi jual beli berdasarkan fikih muamalah selain 
ditinjau dari segi benda, segi pelaku jual beli dan segi hukum juga dapat 
dilihat dalam mekanisme pembayaran, dapat dilakukan secara tunai dan 
ditangguhkan (bai bitsaman ajil). 
Bai bitsaman ajil adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran 
atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang 
mendatang. Bai bitsaman ajil akan sah jika waktu pembayaran ditentukan 
secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, 
misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak 
ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya. Mekanisme 
pelaksanaanya dengan cara bank atau BMT, atau koperasi membeli atau 
memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang 
diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang sama bank 
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menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga 
pokok ditambah sejumlah keuntungan, di mana jangka waktu serta 
besarnya angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan 
nasabah. Kaidah-kaidah yanang harus di tetapkan dalam melakukan 
transaksi Bai Bitsaman Ajil: 
a. Harga barang dengan transaksi bai bitsaman ajil dapat ditentukan lebih 
tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, 
tidak dapat dirubah lagi. 
b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan 
musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. 
c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah 
disepakati maka bank akan mencarikan jalan yang paling bijaksana. 
Jalan apapun yang ditempuh bank tidak akan mengenakan sanksi atau 
melakukan repricing dari akad yang sama.52 
 
2.  Penetapan Harga (Tas’ir) 
a. Pengertian Penetapan Harga 
Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan 
permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara 
penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini 
ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan 
 
52 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 
hlm. 192. 
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kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh 
kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada 
pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut 
dari penjual. 
Kata Tas’ir berasal dari kata sa’ara-yas’aru-sa’ran yang artinya 
menyalakan. Secara etiologi kata at-tas’ir seakar dengan kata as-si’i 
(harga) yang berarti penetapan harga. Kata as-si’i ini digunakan dipasar 
untuk menyebut harga (dipasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas 
penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Dikatakan, 
sa’arat asy-syay a tasiran, artinya menetapkan harga sesuatu yang 
merupakan titik berhenti tawar-menawar. Jika dikatakan, as’aru wa 
sa’anu, artinya mereka telah bersepakat atas suatu harga tertentu. Oleh 
karena itu, tas’ir secara bahasa berarti taqdir as-si’ri (penetapan atau 
penentuan harga).53 
Menurut pengertian syariah, terdapat beberapa pengertian. Menurut 
Imam Ibnu Irfah (Ulama Malikiyah), “Tas’ir adalah penetapan harga 
tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada 
penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu”. Menurut 
Syaikh Zakariya Al-Anshari (Ulama Syafi’iyah), “Tas’ir adalah perintah 
wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang 
 
53 Qustoniah, “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh negara) Dalam Koridor Fiqh 
Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi”, Jurnal Syariah, Vol. II, No. II, Oktober 2014, hlm. 
82-83. 
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dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu”. Menurut Imam Al-
Bahuti (Ulama Hanabillah), “Tas’ir adalah penetapan suatu harga oleh 
Imam (Khalifah) atau wakilnya atas masyarakat dan Imam memaksa 
mereka untuk berjual beli pada harga itu”. Menurut Imam Syaukani, 
“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja 
yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka 
tidak menjual barang dangangan mereka kecuali dengan harga tertentu 
dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena 
alasan maslahat”. Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, 
“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja 
yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka 
tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, 
dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak 
melonjakkan  harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak 
merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau 
mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat”.54 
Dari berbagai definisi tersebut, sebenarnya maknanya hampir sama. 
Kesamaannya terdapat pada beberapa point penting yaitu, pertama, 
penguasa yang saling mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar 
sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Dan ketiga, penetapan 
harga tertentu sebagai substansi kebijakan.  
 
54 Ibid.. hlm.84. 
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Dalam ekonomi Islam keseimbangan pasar mempertimbangkan 
beberapa hal, diantaranya yaitu;55 
1. Dalam konsep ekonomi Islam monopoli, duopoli, oligopoli tidak 
dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil 
keuntungan diatas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi 
dari konsep keseimbangan harga. Produsen yang beroperasi 
dengan posisi untung akan mengundang produsen lain untuk 
masuk kedalam pasar yang sama sehingga jumlah output yang 
ditawarkan dapat bertambah, dan harga akan turun. Produsen baru 
akan terus memasuki bisnis sampai dengan harga turun 
sedemikian sehingga keuntungan ekonomi habis. Pada keadaan ini 
produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk 
keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk ke pasar tidak 
mempunyai insentif untuk masuk ke pasar. 
2. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya 
menjadi terbuka. Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29 
yang berbunyi;  
 ْنَع ًَةراَ اتِ َنوُكَت ْنَأ َّلَاإ ال اطاَبْل ابِ ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْتَ َلَ اوُنَمآ َني اذَّلا اَهُّ َيأ َيَ
 ْمُكْن ام ٍضَار َتِ  ۚ  ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت َلََوِ  ۚ  َناَك ََّللَّا َّناإ ًمي احَر ْمُكاب ا  
 
55 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar..., hlm.216. 
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 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 
harta sesama kalian dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan 
perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 
kalian”.56 
 
Suka sama suka semakna dengan sama-sama merelakan keadaan masing-
masing diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan konsumen 
mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan dari barang 
yang ada dipasar, maka menjadiakan semua pihak mendapatkan 
kepuasan. 
3. Produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi 
keuntungan pribadi dengan cara memapak pedagang dipinggir 
kota, mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari 
suatu kota terhadap harga yang berlaku di kota lain. 
4. Konsep Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari 
keuntungan dari kelangkaan barang di pasar. Al-Atsram 
meriwayatkan dari Abi Umamah yang mengatakan, “Rasulullah 
saw telah melarang penimbunan makanan. Kenaikan harga yang 
disebabkan kekangkaan akan mengakibatkan meningkatnya harga 
barang-barang yang tidak berkaitan secara langsung dengan 
barang-barang yang  
5. ditimbun, akibatnya harga barang lain juga naik. Sehingga 
tingkat konsumsi masyarakat akan menurun pada gilirannya akan 
mengurangi tingkat produksi”. 
 
56 Departemen Agama Republik Indonesia,(Jakarta:PT. Serajaya Santra,1987), surat an-Nisa 
ayat 29. 
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6. Islam melarang kaum muslimin untuk bertindak curang. Bila 
penjual bertindak curang terhadap timbangannya, ukuran, jenis, 
dan nilai maka pengaruhnya terhadap pembeli adalah, daya beli 
pembeli kurang, dan meningkatkan nilai jual barang yang dibeli 
pembeli bila ia jual kembali. 
7. Menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga 
yang tinggi. 
8. Jual beli dilakukan dengan keadaan nilai barang yang sama. Hadis 
diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’i dari Ubadan bin Shamit, 
bahwa Rasulullah bersabda, “Emas dengan emas, biji dan zatnya 
harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan 
zatnya harus sebanding timbangannya. Garam dengan garam, 
kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair, sama 
dan sepadan. Maka siapa saja yang menambah atau meminta 
tambah maka ia telah melakukan riba”. 
b. Dasar Hukum Penetatan harga (Tas’ir) 
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan 
harga tidak dijumpai dalam Al-Qur’an. Adapun dalam hadits Rasulullah 
saw dijumpai beberapa hadits, yang dari logika hadits itu dapat 
diinduksikan bahwa penetapan harga itu diperbolehkan. Faktor dominan 
yang menjadi landasan hukum penetapan harga (at-tas’ir), menurut 
kesepakatan ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah. 
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Hadits Rasulullah yang berkaitan dengan penetapan harga adalah 
sebuah riwayat dai Annas Ibn Malik. Dalam riwayat itu dikatakan: 
“Pada zaman Rasulullah saw, terjadi pelonjakan harga dipasar, lalu 
sekelompok orang menghadap kepada rasulullah saw seraya berkata; 
ya Rasulullah, harga-harga dipasar kian melonjak begitu tinggi, 
tolonglah tetapkan harga itu. Rasulullah saw menjawab; sesungguhnya 
Allalah yang (berhak) menetapkan harga dan menahannya, 
melapangkan dan memberi rizeki. Saya berharap akan bertemu dengan 
Allah dan jangan seseorang diantara kalian menuntut saya untuk 
berlaku zalim dalam soal harta dan nyawa”.57 
Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, penetapan harga (tas’ir) yang 
dibolehkan itu contohnya: penguasa melarang para pedagang untuk 
menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, 
sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu. Maka 
dalam kondisi seperti ini penguasa mewajibkan pedagang menjual 
dengan harga pasar, karena ini berarti mengharuskan keadilan. Padahal 
keadilan adalah hal yang diperintahkan Allah. 
Para ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi 
pada zaman Rasulullah saw, itu bukan oleh tindakan sewenang-wenang 
dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang terbatas. 
Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah 
 
57 Qustoniah, “Tas’ir al-Jabari..., hlm. 85. 
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harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan semikian 
Rasulullah saw, tidak mau ikut campur tangan membatasi harga 
komoditi dipasar, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap 
para pedagang. Dengan demikian, menurut para pakar fiqh, apabila 
kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pemerintah 
tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu 
menzalimi para pedagang. 
c. Pembagian Penetapan Harga 
Para ulama fiqh membagi penetapan harga (tas’ir) menjadi dua 
macam, yaitu: 
1) Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa ada campur tangan 
dan ulah para pedagang. Harga seperti ini, para pedagang bebas 
menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan 
mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang 
berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan karena campur 
tangan pemerintah dalam kasus seperti ini akan membatasi hak para 
pedagang. 
2) Kedua, harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah 
mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan 
keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini 
disebut dengan tas’ir al-jabari. Menurut Adb. Karim Ustman, pakar 
fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi harga suatu komoditi akan 
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stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara 
penyediaan barang dan permintaan konsumen terdapat 
keseimbangan. Akan tetapi apabila barang yang tersedia sedikit, 
sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan 
terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, 
menurutnya pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam 
masalah harga itu. Cara yang boleh dilakukan untuk menstabilkan 
harga adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud 
dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, 
apabila stok barang cukup banyak dipasar, tetapi harga melonjak 
naik, maka pihak pemeritah perlu melakuakan pengawasan yang 
ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan ulah para pegadang, 
misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan 
menjualnya setelah melonjakkan harga (ihtikar), maka kasus seperti 
ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga.58 
 
 
 
 
 
 
58 Ibid.. hlm. 86-87. 
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BAB III 
Gambaran Umum PT Prtrokimia Cabang Karanganyar dan Penetapan Harga 
Pupuk Subsidi Di PT Petrokimia 
A. Gambaran Umum  
1. Profil  PT. Petrokimia Gresik 
Sebagai Negara agraris, sektor pertanian sampai kapan pun akan 
memainkan peranan yang sangat strategis bagi perkembangan perekonomian 
Indonesia. Karenanya, pembangunan sektor pertanian terutama tanaman 
pangan menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Faktor 
pendukung yang sangat menetukan pembangunan pertanian adalah 
ketersediaan pupuk yang berkualitas, beragam dan dapat mencukupi 
kebutuhan pupuk secara nasional. PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu 
produsen pupuk yang mendapat amanah dari pemerintah untuk ikut memenuhi 
kebutuhan pupuk nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan 
kemandirian pangan nasional.59 
Awalnya, proyek pembangunan pabrik pupuk di Kota Gresik-Jawa Timur 
dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1964, tepatnya dilakukan proses 
penandatanganan pada tanggal 10 Agustus 1964. Kemudian mulai berlaku 
pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek pembangunan pabrik pupuk ini diberi 
 
59  Profil Perusahaan PT. Petrokimia Gresik, www.petrokimia-gresik.com, 26 Mei 2019 
hlm. 4 
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nama Proyek Petrokimia Surabaya. Setelah beberapa tahun mengalami 
penundaan karena faktor kesulitan biaya, pembangunan pabrik pupuk ini 
akhirnya berhasil diselesaikan, dan pengoperasian perdananya secara resmi 
dilakukan pada tanggal 10 Juli 1972 oleh Presiden Republik Indonesia 
Soeharto. Tanggal 10 Juli kemudian ditetapkan sebagai hari jadi 
PT.Petrokimia Gresik. 
Seiring dengan perjalanan waktu serta perkembangan perekonomian 
nasional dan global, PT.Petrokimia Gresik mengalami perubahan status 
perusahaan; 
1. Perusahaan Umum (Perum), sesuai dengan PP No. 55/1971. 
2. Persero, sesuai dengan PP No. 35/1974 jo PP No. 14/1975. 
3. Anggota Holding PT Pupuk Sriwijaya (Persero), sesuai dengan PP No. 
28/1997. 
4.  Pada tahun 2012 stuktur korporasinya berada dibawah PT. Pupuk 
Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), 
sesuai dengan SK Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 
Nomor: AHU-17695.AH.01.02 Tahun 2012. 
PT. Petrokimia Gresik menempati lahan seluas 450 hektar yang berlokasi 
di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. PT. Petroimia Gresik 
mengoperasikan lebih dari 21 pabrik yang terdiri dari pabrik pupuk dan pabrik 
yang memproduksi produk non-pupuk, dengan kuantum produksi di atas 6 
juta ton/tahun.  
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Melalui kegiatan riset dan inovasi yang terus dilakukan, PT. Petrokimia 
Gresik berhasil menemukan dan mengembangkan produk-produk baru antara 
lain, pupuk NPK spesifik lokasi dan komoditi, pupuk hayati, biokomposer, 
probiotik, benih unggul, dan beras berindeks gilkemik rendah.60 
2. Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan PT. Petrokimia Gresik 
PT. Petrokimia Gresik dalam menjalankan perusahaan memiliki pedoman 
visi misi yang harus dipegang teguh dan harus di jalankan, agar kualitas 
produksi yang dihasilkan dapat berkualitas dan tidak mengecewakan para 
konsumen.61 
Visi: 
Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi 
dan produknya paling diminati konsumen. 
Misi: 
1. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program 
swasembada pangan. 
2. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan 
operasional dan pengembangan usaha perusahaan. 
3. Pengembangan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional 
dan berperan aktif dalam community development. 
Tata Nilai Perusahaan 
 
60 Ibid www.petrokimia-gresik.com.. hlm. 5. 
 
61 Ibid www.petrokimia-gresik.com.. hlm. 2. 
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1. Safety (Keselamatan & Kesehatan Kerja)  
Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian 
lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional. 
2. Innovation (Inovasi)  
Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis. 
3. Integrity (Integritas) 
Mengutamakan integritas di atas segala hal. 
4. Synergistic Team (Kerjasama Bersinergi) 
Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik. 
5. Customer Satisfaction (Kepuasan Pelanggan) 
Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan. 
Akronim Tata Nilai Perusahaan adalah FIRST. Proses pembentukan 
akronim tersebut adalah sebagai berikut :  
Penjabaran Tata Nilai Perusahaan  
Perusahaan telah merumuskan Tata Nilai Perusahaan dan menjabarannya, 
sebagai berikut :  
SaFety 
Innovation 
IntegRity 
Synergistic team 
Cus Tomer satisfaction 
 
F : Keselamatan & Kesehatan Kerja 1. Bertindak Aman dan selamat  
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2. Empati dengan Lingkungan  
I : Inovasi  3. Kreatif, Terampil  
4. Berwawasan luas  
R : Integritas  5. Disiplin, Konsisten, Jujur  
6. Patuh terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
S : Semangat Kelompok  7. Bekerjasama & Saling membantu  
8. Fokus pada Target  
T : Kepuasan Pelanggan  9. Mendengar suara pelanggan  
10. Tanggap dan Proaktif62 
3. Etika Bisnis dan Etika Kerja PT. Petrokimia Gresik 
Perusahaan unggul adalah perusahaan yang mampu mencapai kinerja 
ekselen sebagai suatu entitas bisnis yang mampu menghasilkan profit 
memadai, mampu tumbuh secara berkesinambungan dan mampu 
merealisasikan value of firm tinggi. Perusahaan yang memiliki integritas 
adalah perusahaan yang secara konsisten berupaya menghormati martabat 
dan memberikan perhatian secara adil (equal treatment) kepada seluruh 
Stakeholders63, mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku, menjaga 
 
62 Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja PT. Petrokimia Gresik, www.petrokimia-
gresik.com, 26 Mei 2019, hlm. 11-12 
63 Stakeholders adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak 
langsung terhadap kesinambungan perusahaan, termasuk di dalamnya pemegang saham, karyawan, 
pemerintah, pelanggan, pemasok, kreditor, dan masyarakat (Pedoman Komisaris Independen dan 
Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif, oleh Gugus Kerja Komite Nasional Kebijakan 
Corporate Governance 2004). 
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pelestarian lingkungan hidup dan menghindari kegiatan bisnis yang tidak 
sehat. 
Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja merupakan bentuk Komitmen 
yang terdiri dari Etika Bisnis PT Petrokimia Gresik dan Etika Kerja seluruh 
Insan Petrokimia. Pedoman ini disusun berdasarkan standar moral etika 
dalam menerapkan tata nilai perusahaan, dan digunakan untuk menjaga 
reputasi dan citra sebagai Perusahaan unggul dan memiliki integritas untuk 
meraih program Perusahaan menuju Good Corporate Citizen (GCC).64 
Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja berlaku untuk seluruh Insan 
Petrokimia, meliputi Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh 
pemangku kepentingan (Stakeholders) yang melakukan transaksi bisnis 
dengan perusahaan. Dalam hal tersebut memiliki tujuan dan manfaat 
diantaranya, yaitu: 
Tujuan  
a. Sebagai acuan moral dan etika bagi seluruh Insan Petrokimia dalam 
menerapkan Tata Nilai Perusahaan.  
b. Sebagai acuan untuk meraih dan menjaga reputasi dan citra perusahaan 
yang unggul dan memiliki integritas.  
Manfaat  
a. Meningkatkan kredibilitas perusahaan.  
 
64 Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, www.petrokimia-gresik.com, hlm. 7 
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b. Membantu menghilangkan keragu-raguan dalam berperilaku secara etis 
dan bertanggung jawab.  
c. Berperan sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang dan 
kecurangan.  
d. Memelihara keharmonisan seluruh Insan Petrokimia guna mencegah 
timbulnya benturan kepentingan.  
e. Memberikan rambu-rambu yang jelas bagi Insan Petrokimia untuk 
menghindari dari konflik kepentingan.  
f. Membina, meningkatkan dan mempertahankan integritas, kejujuran dan 
profesionalisme.65 
4. Prinsip-Prinsip Corporate Governance 
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) adalah 
prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan 
perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. 
PT Petrokimia Gresik memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan 
pada setiap aspek proses bisnis dan semua jajaran Petrokimia Gresik untuk 
mencapai kesinambungan usaha (sustainability) PT Petrokimia Gresik dengan 
memperhatikan kepentingan Stakeholders, sebagai berikut:66 
1. Transparency (Transparansi)  
Transparansi adalah penyedia informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu 
kepada seluruh stakeholders. Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan 
 
65 Ibid.. hlm. 8 
66 Pedoman Tata Kelola PerusahaanYang Baik 2016, www.petrokimia-gresik.com, 28 Mei 
2019, hlm 3-4 
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bisnis, perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan 
cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders. Informasi tidak 
hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi 
juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur 
dan stakeholders lainnya. Namun demikian prinsip transparansi ini tidak 
mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan 
sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. 
Perusahaan melaksanakan prinsip transparansi ini dengan baik dan tepat, 
sehingga dapat menghindari benturan kepentingan (Conflict of interest). 
2. Accountability (Akuntabilitas) 
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung 
jawaban perusahaan dalam pengelolaan perusahaan sehingga pengelolaan 
perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan telah memiliki Komisaris 
Independen dan Komite Audit yang berupaya untuk 
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar melalui 
pengelolaan yang benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Perusahaan 
dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku 
kepentingan lain. 
3. Responsibility (Pertanggungjawaban)  
Responsibilitas adalah kepatuhan Organ Perusahaan (Rapat Umum Pemegang 
Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) terhadap peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar dan peraturan Perusahaan serta pelaksanaan 
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tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat 
terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 
pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. 
4. Independency (Independensi)  
Independensi adalah pengelolaan perusahaan secara independen sehingga 
masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat 
diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing Organ perusahaan tidak 
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan 
(Conflict of Interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga 
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. 
5. Fairness (Kewajaran & Kesetaraan)  
Fairness adalah perhatian perusahaan terhadap kepentingan Pemegang Saham 
dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan 
kesetaraan.67  
5. Hubungan PT. Petrokimia dengan Pemerintah 
PT Petrokimia Gresik dalam menjalankan bisnis selalu memenuhi 
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterbitkan oleh 
Pemerintah sebagai regulator. Perusahaan berkewajiban membangun dan 
membina hubungan kemitraan yang harmonis dengan Pemerintah. Insan 
Petrokimia harus mampu memaksimalkan kemampuannya untuk 
 
67 Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, www.petrokimia-gresik.com, hlm. 9 
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membantu Perusahaan dalam mewujudkan tanggungjawab perusahaan 
kepada Pemerintah.68 
Perilaku yang harus dilakukan oleh Insan Petrokimia:  
a. Mentaati dan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b. Menjalin hubungan yang harmonis, transparan dan konstruktif dengan 
instansi Pemerintah. 
c. Mendukung dan mensukseskan program Pemerintah, terutama 
dibidang ketahanan pangan. 
Perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh Insan Petrokimia: 
a. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
larangan pemberian hadiah dan pemberian lainnya kepada pejabat 
Pemerintah. 
b. Memberikan data, informasi dan dokumen Perusahaan secara tidak 
lengkap atau kurang akurat kepada Pemerintah. 
6. Gambaran Umum PT. Petrokimia Gresik Cabang Karanganyar 
PT. Petrokimia Gresik merupakan industri pupuk terpadu. Selain itu PT. 
Petrokimia Gresik sebagai produsen pupuk yang memproduksi pupuk 
terlengkap. Jenis pupuk yang diproduksi dapat digolongkan menjadi pupuk 
subsidi dan pupuk non-subsidi. Dalam menjalankan perusahan tersebut 
 
68 Ibid..hlm. 22. 
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struktur bisnisnya diperkuat dengan menjalin kerjasama dengan beberapa 
perusahaan dan menjaga Lini dibawahnya dengan baik.  
PT. Petrokimia Gresik Cabang Karanganyar merupakan gudang 
penyangga untuk daerah Kabupaten Karanganyar. Gudang penyangga pupuk 
subsidi ini dapat disebut sebagai Lini II dalam proses pendistribusian pupuk 
subsidi dari pemerintah. 
Gudang penyangga pupuk karanganyar merupakan hasil kerjasama antara 
PT. Petrokimia Gresik dengan perusahaan PT. Tritunggal Adiyateks Putra. 
Perusahaan PT. Petrokimia Gresik menyewa gudang milik PT. Tritunggal 
Adiyateks Putra sejak tahun 2010 hingga sampai sekarang. Karyawan yang 
bertugas untuk mengelola gudang penyangga Kabupaten Karanganyar 
berjumlah 14 (empat belas) orang, dimana 2 (dua) karyawan kantor, dan 12 
(dua belas) karyawan bongkar muat pupuk. Penanggung jawab pengelola 
gudang penyangga PT. Petrokimia Karanganyar bernama Dwi Agif sebagai 
Kepala gudang. Lokasi gudang penyangga pupuk PT. Petrokimia Gresik 
berada di jalan Raya Solo-Sragen Km. 14,5. Gudang penyangga bertujuan 
untuk menyimpan dan mendata pupuk yang dikirimkan langsung dari Gresik 
kemudian akan di distribusikan kepada distributor khususnya untuk daerah 
Karanganyar. Gudang cabang Kabupaten Karanganyar menyediakan pupuk 
subsidi yang terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk Organik, 
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selain itu juga terdapat pupuk non subsidi berjenis NPK Plus (Sponska 
Plus).69 
B. Penetapan Harga Pupuk Subsidi Di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar 
Pupuk subsidi merupakan barang penting yang berada dibawah pengawasan 
pemerintah. Penyaluran pupuk subsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup 
berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dengan Harga 
Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor 
Pertanian.70 
PT. Petrokimia Cabang  Karanganyar merupakan gudang penyangga (sebagai 
Lini II) untuk menyimpan pupuk subsidi yang akan di salurkan kepada Distributor. 
Pupuk yang berada digudang peyangga berasal langsung dari PT. Petrokimia 
Gresik. Dalam proses pengiriman pupuk tersebut  sesuai dengan Surat Keputusan 
dari Kabupaten dari data alokasi Kabupaten Karanganyar. 
Proses pengiriman pupuk dari PT. Petrokimia Gresik terjadi setiap hari ke 
gudang penyangga. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekurangan stok 
barang. Setelah melakukan pengiriman dari Gresik dan pupuk sampai di gudang 
penyangga Kabupaten Karanganyar, maka langkah selanjutnya melakukan 
pengecekan barang, kemudian melakukan pembongkaran, setelah itu melakukan 
 
69 Dwi Agif, Kepala Gudang PT. Petrokimia Cabang Karanganyar, Wawancara Pribadi, 
tanggal 22 Maret 2019, jam 13.00 WIB. 
 
70 www.petrokimia-gresik.com 
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perhitungan sesuai dengan surat pengiriman (POSTO) dari PT. Petrokimia Gresik. 
Dimana jumlah pengiriman harus sesuai dengan jumlah barang yang sampai di 
gudang penyangga. Setelah semua didata maka pupuk siap untuk disalurkan 
kepada distributor (sebagai Lini III). 
Penetapan harga pupuk subsidi telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 
Ditributor daerah Kabupaten Karanganyar yang ingin membeli pupuk subsidi 
maka harus datang ke gudang penyangga Kabupaten Karanganyar, kemudian 
memesan berapa jumlah pupuk yang akan di beli sesuai dengan data yang ada. 
Sesuai dalam Pasal 10 ayat (3) dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi, 
Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan 
wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya.71 Setelah melakukan 
pemesanan para distributor harus membayar pupuk tersebut lewat transfer yang 
langsung ditujukan ke PT. Petrokimia Gresik. Proses selanjudnya akan keluar 
nomor  Delivery Order (DO) sebagai data jumlah pupuk yang dapat diambil oleh 
ditributor sesuai jumlah uang yang telah ditransfer. Kemudian melakukan 
pengangkutan pupuk sesuai jumlah dan jenis yang dipesan ketruk ditributor.72 
Penetapan harga pupuk subsidi untuk sektor pertanian haruslah sesuai dengan 
Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Gudang penyangga 
Kabupaten Karanganyar tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga, dan 
menerima uang hasil penjulan pupuk subsidi, karena pihak distributor harus 
 
71 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 
tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersusidi Untuk Sektor Pertanian. 
72 Dwi Agif, Kepala Gudang PT. Petrokimia Cabang Karanganyar, Wawancara Pribadi, 
tanggal 22 Maret 2019, jam 13.00 WIB. 
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mengirim uang tersebut langsung dengan melalui transfer ke PT. Petrokimia 
Gresik. 
Setelah pupuk subsidi di tebus oleh pihak distributor kemudian para toko 
pengecer resmi yang berada dibawah wilayah tanggung jawab distributor bisa 
membeli pupuk tersebut sesuai dengan data yang ada. Kemudian sesuai pada Pasal 
12 ayat (2) bahwa distributor wajib menjual Pupuk Bersubsudi kepada pengecer 
dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan 
sampai dengan gudang Lini IV. Pasal Pasal 12 ayat (4) bahwa pihak toko  
pengecer resmi wajib menjual Pupuk Bersubsidi tersebut kepada kelompok tani 
atau petani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui 
HET yang ditetapkan. 
Dalam praktik dilapangan terkait mekanisme pembelian pupuk petani harus 
datang kekios untuk membeli pupuk subsidi sesuai jatah yang di tetapkan. 
Sebelum itu petani penggarap sawah sendiri atau penyewa lahan sawah harus 
didata oleh kelompok tani berapa luas areal lahan kemudian disusun sesuai 
ketetapan RDKK. Setelah itu maka meminta persetujuan ke Dinas Pertanian 
setelah itu barulah pupuk dapat di distribusikan. Pengambilan pupuk subsidi dapat 
diambil oleh petani sekaligus dalam satu kali masa panen atau diambil secara 
bertahap dalam satu kali masa pemupukan. Hal tersebut dikarenakan terkadang 
stok barang yang ada dikios pengecer sedang kosong. 
Faktor yang mengakibatkan kekurangan tersebut dikarenakan beberapa faktor, 
seperti yang di jelaskan oleh Suyadi “masalah terkait keterlambatan pupuk dapat 
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terjadi karena beberapa faktor mbak, seperti misalnya yaa kemungkinan adanya 
permainan atau bagaimana saya juga tidak mengerti, tetapi mungkin juga karena 
banyaknya permintaan barang apalagi pada saat musim rendeng, dan dapat 
terjadi karena pendistribusian pupuk dari distributor ke pengecer harus 
menunggu Surat Keputusan dari Bupati, jadi kadang terlambat padahal waktu 
pemupukan harus segera terlaksana”.73 
Proses pembayaran pupuk subsidi seperti yang dijelaskan oleh beberapa 
kelompok tani sebagai berikut’ “Kami Gapoktan Sari Rejeki didalamnya ada 
Koperasi mbak, Jadi kami menyediakan jasa mulai dari awal seperti penyediaan 
modal terhadap pengelolaan tanah, pengelolaan air, biaya garap, dan hingga 
penediaan pupuk begitu pula pupuk subsidi. Jadi disini petani dapat membawa 
pupuk itu dulu dan nanti dibayar dengan sistem Yarnen (dibayar habis panen), 
untuk harga pupuk subsidi tetap mbak tetapi juga ada tambahan harga sebesar 
1,5% itu untuk jasa”.74 Sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan di Kios 
Langgeng Tani dan Kios Pojok tidak menerapkan sistem kredit dan mereka 
mengaku bahwa telah menjual pupuk tersebut sesuai dengan harga yang diberikan 
oleh pemerintah. Seperti yang di jelaskan oleh Pardi dari Kios Pojok mengatakan 
bahwa “saya jualan harganya sudah sesuai mbak, kalau untung yang saya dapet 
 
73 Suyadi, Karyawan Gapoktan Sari Rejeki,  Wawancara Pribadi, tanggal 16 Agustus 2019, 
jam 08.00 WIB 
74 Suyadi, Karyawan Gapoktan Sari Rejeki,  Wawancara Pribadi, tanggal 16 Agustus 2019, 
jam 08.00 WIB 
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dari penjualan pupuk ini paling untung yang didapat Rp2.000,00- mbak”.75 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kios Pupuk Lengkap “Kios Langgeng Tani” 
bersama Ibu Herni, terkait harga eceran tertinggi pupuk subsidi mengaku bahwa 
“dalam proses penjualan di Kios ini telah sesuai dengan HET, kalau untung itu 
sedikit mbak”. Kemudian terdapat pertanyaan “Apabila terdapat pupuk yang rusak 
, hal tersebut menjadi tanggung jawab siapa?”. Ibu Harni menjawab bahwa “Yaa 
kalau ada pupuk yang rusak biasanya ya dijual sendiri (diecer mbak), kalau 
enggak ya di pakai sendiri”.76 
Seperti dalam wawancara bersama petani padi Bapak Wito dan Bapak Salim 
yang penebusan pupuk subsidi di Gapoktan Sari Rejeki terkait harga pupuk subsidi 
menjelaskan bahwa: petani bapak Wito, “harga pupuk subsidi menurut saya naik 
mbak, bahkan tidak pernah turun. Kemarin saya beli pupuk subsudi sekitaran 
yang Urea Rp95.000,-, ZA Rp80.000,-, untuk yang Sponska Rp125.000,- dan yang 
SP-36 Rp120.000,-. Kemungkinan karena untuk biaya transportnya, dan mungkin 
juga distributor harus mngirim kebanyak Kios Pengecer dimana setiap kios ingin 
mendapat jatah pembagian pertama. Sehingga mungkin pihak kios pengecer lalu 
memberikan uang tambahan agar barangnya cepat datang ke kios. Untuk 
Gapoktan Sari Rejeki juga boleh melakukan BON mbak, pembayaran pupuknya 
dapat diberikan diakhir setelah selesai panen. Untuk yang melakuakan pembelian 
pupuk dengan cara BON memang pupuknya ada tambahan harga mbak. 
 
75 Pardi, Pemilik Kios Pupuk Lengkap”Kios Pojok”, Wawancra Pribadi, Tanggal 14 
Agustus 2019, Jam 09.00 WIB-selesai. 
 
76 Harni, Pemilik Kios Pupuk Lengkap”Kios Langgeng Tani”, Wawancra Pribadi, Tanggal 
4 Juni 2019, Jam 09.00 WIB-selesai. 
73 
 
Sebenarnya harga pupuk subsidi sekian untuk saya sudah lumayan, apalagi ada 
penambahan harga, akan tetapi ya mau bagaimana lagi mbak yang penting stok 
pupuk selalu siap tersedia, karna untuk beli pupuk non subsidi juga mahal”.77 
Selain itu seperti juga yang diungkapkan oleh petani Salim, “saya disini petani 
padi tetapi hasil dari panen saya jual, sehingga saya disini juga menerapkan 
prinsip bisnis mbak dalam mengelola sawah sebanyak 10 patok. Untuk harga 
pupuk memang saya akui harga pupuk naik mbak pada saat saya membelinya, 
seperti kemarin saya beli untuk Urea Rp92.500,-, ZA Rp75.000,-, untuk yang 
Sponska Rp125.000,- dan yang SP-36 Rp100.000,- yaa kurang lebihnya segitu 
mbak. Saya tidak tahu pupuk tersebut naik karena apa mungkin untuk biaya 
transportnya. Kalau untuk saya yang terpenting stok pupuk selalu ada pada waktu 
pemupukan, tetapi bagaimanapun juga saya berharap agar harga nya tidak naik 
dengan fantastis karena di Gapoktan Sari Rejeki juga boleh ngutang dulu mbak 
dibayar setelah habis panen”.78 Berdasarkan keterangan yang diberikan petani 
Suparman “misalya mbak saya jatah untuk pupuk NPK mendapat 2 sak dengan 
berat 50 kg, harganya Rp. 125.000,00- kalau tidak salah naik mbak. Mungkin naik 
untuk biaya transport, untuk kas Poktan, kemungkinan juga kemarin stok 
pupuknya kurang dan pihak kelompok tani harus mencari ke kios pengecer lain, 
jadi harganya naik”.79 
 
77 Wito, Petani Padi,  Wawancara Pribadi, tanggal 13 Agustus 2019, jam 19.00 WIB. 
78 Salim, Petani Padi,  Wawancara Pribadi, tanggal 13 Agustus 2019, jam 20.00 WIB. 
 
79 Suparman, Petani Padi,  Wawancara Pribadi, tanggal 8 April2019, jam 19.00 WIB 
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Dari hasil wawancara bersama beberapa petani terkait mekanisme pembelian 
dan harga pupuk subsidi, petani sebenarnya mengerti jika terdapat kenaikan harga, 
khususnya bagi petani yang mengambil pupuk di Gapoktan Sari Rejeki dengan 
menerapkan sistem BON di dalamnya sudah pasti terdapat tambahan harga untuk 
penjualan pupuk tersebut. Tetapi bagi para petani dengan mendapatkan dan bisa 
mengambil jatah pupuk subsidi saja sudah merasa senang, walau memang terdapat 
kenaikan harga didalamnya. Karena jika membeli pupuk non subsidi juga mahal. 
Sesuai dengan peraturan Permendag dalam proses pendistribusian pupuk 
haruslah berjalan sesuai dengan alur yang benar mulai dari Lini I, Lini II, Lini III, 
dan kemudian Lini IV lalu kelompok tani atau petani. Dalam proses tersebut harus 
sesuai dengan 6 prinsip tepat. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia apabila di ketahui melanggar peraturan dan 
ketetapan yang ada maka dapat dikenakan sanksi administratif  berupa peringatan 
tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan. 
Apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka 
dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota 
dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota. 
Kemudian pada ayat ke (3) apabila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis 
terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu 
sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi 
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Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat 
merekomendasikan secara tertulis kepada: 
a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan pengecer, 
dan 
b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit 
SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki pengecer.80  
Skema alur penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011, sebagai berikut; 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
80 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 
tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersusidi Untuk Sektor Pertanian. 
Lini II 
Pupuk bersubsidi kemudian 
diantar kegudang Kabupaten 
 
Lini III 
Pupuk dibeli oleh distributor, 
kemudian diambil dan dibawa 
oleh distributor sesuai aturan 
dalam Permendag 
Lini V 
Kelompok Tani atau Petani membeli 
pupuk ke Kios Pengecer, sesuai 
dengan RDKK dan 
mempertimbangkan HET. 
Lini IV 
Pupuk disalurkan ke Kios 
Pengecer, dengan HET yang 
ditetapkan 
 
Lini I 
Pabrik memproduksi pupuk 
sesuai SK Menteri Pertanian 
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BAB IV 
Penetapan Harga Pupuk Subsidi Di Tinjau Dari Permentan No. 
47/Permentan/SR.310/11/2018 dan Fiqh Muamalah 
A. Penetapan Harga Pupuk Subsidi di PT. Petrokimia Cabang 
Karanganyar Berdasarkan Permentan Nomor 47 Tahun 2018 
Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan 
dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan 
kelompok tani atau petani di sektor pertanian. Penetapan harga pupuk subsidi 
telah diatur dalam Permentan Pasal 2 yang menyatakan bahwa Peraturan 
Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengalokasian dan 
penetapan HET pupuk bersubsidi. Dalam melakukan pengalokasian pupuk 
subsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari 
pemerintah daerah dan penyerapan pupuk subsidi tahun sebelumnya serta 
alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia. Alokasi pupuk subsidi dirinci 
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menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan. Alokasi pupuk subsidi 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi dalam bentuk keputusan.81 
Penetapan harga pupuk subsidi merupakan program khusus pertanian 
yang juga telah ditetapkan dalam permendag pada ayat (3) yaitu program yang 
dilaksanakan oleh pemerintah melalui dinas yang membidangi pertanian 
Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman 
yang anggarannya telah disediakan oleh pemerintah dan/atau lembaga 
lainnya.82 
Penyaluran pupuk subsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup 
berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga 
Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi 
sektor pertanian. Proses penyaluran pupuk subsidi dari produsen pupuk PT. 
Petrokimia Gresik hingga sampai ke petani haruslah sesuai dengan 6 prinsip 
tepat. Khususnya harus sesuai dengan prinsip tepat harga. 
Berdasarkan mekanisme penyaluran pupuk subsidi yang terdapat dalam 
BAB III bahwa proses pelaksanaan alokasi dan HET untuk sektor pertanian 
untuk PT. Petrokimia Cabang Karanganyar telah sesuai dengan Permentan. 
Dalam proses penetapan harga pihak PT. Petrokimia Cabang Karanganyar 
atau gudang penyangga untuk daerah Karanganyar tidak berwenang dalam 
 
81Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 
tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersusidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 
Anggaran 2019. 
82 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 
tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersusidi Untuk Sektor Pertanian. 
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menentukan harga dan menerima uang hasil penjualan. Karena uang hasil 
penjualan harus ditransfer ke PT. Petrokimia Gresik atau produsen. Sehingga 
di dalam proses tersebut tidak adanya unsur menaikkan harga atau terlibat 
dalam penetapan harga. Tetapi PT.Petrokimia Cabang Karanganyar ikut 
dalam proses penerimaan jumlah pesanan pupuk dan bertanggung jawab 
menyediakan pupuk yang telah dipesan dengan ketentuan dan syarat 
pemesanan sesuai dalam Permendag.83 
Pemberlakuan penetapan harga diterapkan hingga Lini IV. Pemerintah 
dalam menetapkan harga untuk pupuk bersubsidi telah mempertimbangkan 
terkait modal dan keuntungan yang nantinya diperoleh masing-masing pihak 
yang terkait didalam proses jual beli. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa kios pengecer pupuk bersubsidi menyatakan bahwa telah menjual 
pupuk tersebut sesuai dengan harga yang sebenar-benarnya baik Kios 
Langgeng Tani, Kios Pojok, dan Gapoktan Sari Rejeki. Akan tetapi 
mekanisme pembayaran berbeda seperti yang terdapat pada Gapoktan Sari 
Rejeki menggunakan sisten Yarnen dimana didalamnya terdapat kenaikan 
harga dengan penjelasan bahwa kenaikan harga yang diberikan untuk jasa 
koperasi. Tetapi untuk Kios Langgeng Tani dan Kios Pojok menyatakan 
bahwa dalm melaksanakan penjualan telah sesuai dengan harga yang di 
tetapkan pemerintah. 
 
83 Dwi Agif, Kepala Gudang PT. Petrokimia Cabang Karanganyar, Wawancara Pribadi, 
tanggal 22 Maret 2019, jam 13.00 WIB. 
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 Seperti dalam Pasal 13 ayat (1) distributor dan pengecer dilarang 
memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar 
wilayah tanggung jawabnya.84 Seperti telah dijelaskan pada bab II dan bab III 
bahwa jika diketahui terjadinya pelanggaran dalam proses penyaluran pupuk 
bersubsidi maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan 
tertulis sebanyak dua kali, bila pengecer tidak mentaati peringatan tertulis 
maka distributor dapat membekukan atau menghentikan penunjukan 
pengecer, dan Dinas Kabupaten dapat membekukan atau mencabut SIUP yang 
dimiliki pengecer. 
B. Penetapan Harga Pupuk Subsidi di PT. Petrokimia Cabang 
Karanganyar Berdasarkan Hukum Islam 
Dalam melakukan transaksi  harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam 
Hukum Islam, dalam hal transaksi jual beli haruslah sesuai dengan fikih 
muamalah. Konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan 
permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual 
dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh 
penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang 
tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan 
barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk 
mendapatkan barang tersebut dari penjual.85 
 
84 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 
tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersusidi Untuk Sektor Pertanian. 
85 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 
hlm.222. 
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Menurut pendapat Imam Taqiyuddin An-Nabhani, “Penetapan Harga 
(Tas’ir) adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang 
mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak 
menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka 
dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan  harga, atau 
mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, 
mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi 
kemaslahatan masyarakat”.86 
Para ulama fiqh membagi penetapan harga (tas’ir) menjadi dua macam, 
Pertama, harga yang berlaku secara alami, tidak adanya campurtangan 
pemerintah serta berjalan dengan apa adanya sesuai kondisi pasar. Kedua, 
harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah mempertimbangkan modal 
dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat..87 
Proses penyaluran pupuk bersubsidi termasuk pada harga suatu komoditi 
yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga pupuk subsidi untuk sektor pertanian 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 
47/Permentan/Sr.310/611/2018 pada Pasal 2. Terkait harga eceran tertinggi di 
tetapkan pada Pasal 11. Harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak 
memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, 
 
86 Qustoniah, “Tas’ir al-Jabari (Penetapan Harga oleh negara) Dalam Koridor Fiqh 
Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi”, Jurnal Syariah, Vol. II, No. II, Oktober 2014, 
hlm.84. 
 
87 Ibid.. hlm. 86. 
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kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut 
pihak–pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.88  
Penetapan harga yang diberikan oleh pemerintah terdapat pada prinsip 
tepat harga yaitu agar harga pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah 
sama dengan harga yang harus dibayar oleh petani. Hal tersebut bertujuan 
agar terciptanya keseimbangan harga dalam pendistribusian pupuk, agar tidak 
adanya pihak yang merasa terzalimi. Dengan adanya upaya meningkatkan 
efektifitas, efisiensi dan menjamin kelancaran pengadan dan penyaluran 
Pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani atau Petani guna mendukung 
katahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk. 
Di dalam transaksi jual beli benda khususnya pupuk subsidi bagi seorang 
muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, 
tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara 
horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda 
yang diperjual belikan akan senantiasa dirujukkan kepada aturan Allah. 
Kegiatan transaksi jual beli pupuk subsidi di PT.Petrokimia Cabang 
Karanganyar atau Gudang Penyangga telah memenuhi rukun dan syarat dalam 
Hukum Islam. Didalamnya terdapat akad ijab dan qabul antara Produsen 
dengan distributor melalui perantara petugas gudang penyangga pupuk. 
Setelah itu rukun jual beli yang kedua adalah pelaku akad, harus pula 
memenuhi syarat-syaratnya yaitu, baliqh dalam proses penyaluran pupuk 
subsidi mulai dari produsen, petugas gudang, distributor, kios pengecer dan 
 
88 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam...,hlm.86. 
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petani telah dewasa, setelah itu berakal, dalam proses penyaluran haruslah 
berakal agar penyaluran pupuk subsidi dapat berjalan dengan tepat sasaran 
dan sesuai Harga Eceran Tertinggi yang di tetapkan pemerintah, selanjutnya 
kehendak pribadi, tidak boleh adanya paksaan didalamnya tetapi mulai dari 
Lini I hingga Lini IV tetap harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
dengan baik. Tidak mubadzir, dalam proses jual beli pupuk subsidi bukanlah 
suatu hal yang mubadzir karena termasuk kebutuhan yang harus terpenuhi. 
Rukun yang selanjudnya adalah Objek, dimana barang yang diperjual belikan 
haruslah suci pupuk subsidi adalah benda yang dapat di kategorikan suci. 
Selanjudnya memberi manfaat, sudah jelas bahwa pupuk subsidi sangat 
memberikan manfaat bagi para petani untuk menjaga agar tanaman tumbuh 
subur dan hasilnya melimpah. Milik penuh, sesuai dengan RDKK petani yang 
telah terdaftar sudah pasti akan mendapatkan pupuk subsidi sesuai dengan 
kapasitas masing-masing. Objek dapat diketahui, dimana pupuk subsidi dapat 
diketahui beratnya, takarannya, jumlah, dan jenis yang didapat setiap petani.89 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kios Pengecer dan 
beberapa Petani terkait harga dan penyaluran pupuk subsidi terdapat 
pembelian pupuk subsidi yang dilakukan dengan sistem yarnen. Pembelian 
pupuk subsidi dengan melakukan pembayaran setelah selesai masa panen, 
dimana petani dapat membeli pupuk subsidi terlebih dahulu dan melakukan 
pembayaran diakhir setelah panen tiba. Sistem yarnen dilakukan oleh 
Gapoktan Sari Rejeki. Penerapan sistem yarnen ini diberikan kepada petani 
 
89 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm.  70 
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untuk semua jenis permodalan mulai dari pengelolaan tanah, air, pembiayan 
dan penyedian pupuk. Dalam penyediaan pupuk subsidi petani dapat membeli 
dengan sistem yarnen dimana terdapat tambahan harga 1,5% didalamnya, 
untuk jasa.90 
Proses jual beli berdasarkan fikih muamalah dalam pembayaran dapat 
dilakukan secara tunai dan ditangguhkan (bai’ bitsaman ajil). Proses 
penjualan pupuk subsidi dengan sistem yarnen memberikan dampak adanya 
penambahan harga dari pada harga asal, penambahan harga dalam rangka 
harga yang ditunda. Dalam fikih muamalah hal tersebut diperbolehkan atau 
sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut 
periode waktu secara spesifik. Jika jangka waktu pembayaran tidak dilakukan 
secara spesifik maka  akad jual beli batal adanya. 
Penerapan sistem yarnen tersebut dapat memberikan dampak positif dan 
negatif bagi petani. Dampak positif yang diberikan yaitu, petani lebih merasa 
tenang karena dapat membeli pupuk dahulu jika suatu saat uang telah habis 
untuk mengelola tanah. Dampak negatif yaitu harga pupuk semakin naik, 
karena pada dasarnya dengan harga pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah 
sudah dikatakan lumayan.  
Pembelian pupuk walau dengan adanya kenaikan harga tetap 
dilaksanakan oleh petani karena jika tidak membeli pupuk tersebut maka sama 
saja menghambat atau mengurangi kadar atau kandungan gizi bagi tanaman 
 
90 Suyadi, Karyawan Gapoktan Sari Rejeki,  Wawancara Pribadi, tanggal 16 Agustus 2019, 
jam 08.00 WIB 
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padi, sehingga dapat mengakibatkan gagal panen, atau hasil pertanian tidak 
maksimal. Apabila petani membeli pupuk selain yang non subsidi harga 
pupuk tersebut akan semakin mahal dan memberatkan para petani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penetapan Harga Puk 
Subsidi Di Tinjau Dari Permentan No.47/Permentan/SR.310/11/2018 Dan Fiqh 
Muamalah (Studi Kasus Di PT. Petrokimia Cabang Karanganyar) maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penetapan harga pupuk subsidi di PT. Petrokimia mengacu pada Permentan. 
Dasar hukum penetapan harga pupuk subsidi diatur dalam Permentan Pasal 2 
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untuk harga eceran tertinggi terdapat pada Pasal 11. Dalam proses penetapan 
harga Gudang penyangga Kabupaten Karanganyar tidak memiliki wewenang 
untuk menentukan harga, dan menerima uang hasil penjulan pupuk subsidi, 
karena pihak distributor harus mengirim uang tersebut langsung ditransfer ke 
PT. Petrokimia Gresik. Gudang Penyangga Kabupaten Karanganyar hanya 
sebagai perantara dalam proses jual beli. Hanya saja dalam proses penyaluran 
di Kios pengecer terkait penetapan harga terdapat beberapa varian, dimana 
masih terdapat kios pengecer yang menjual sesuai dengan harga eceran 
tertinggi dan ada yang menjual melebihi harga eceran tertinggi. Seperti dalam 
proses penjualan pupuk subsidi terdapat sistem yarnen yang dilakukan oleh 
Gapoktan Sari Rejeki. Dalam sistem yarnen terdapat tambahan harga sebesar 
1.5%  untuk jasa.  
2. Para ulama fiqh membagi penetapan harga (tas’ir) menjadi dua macam, 
Pertama, harga yang berlaku secara alami dan yang Kedua, harga suatu 
komoditi yang ditetapkan pemerintah. Proses penyaluran pupuk bersubsidi 
termasuk pada harga suatu komoditi yang ditetapkan oleh pemerintah 
mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan 
ekonomi masyarakat. Kegiatan transaksi jual beli pupuk subsidi di 
PT.Petrokimia Cabang Karanganyar atau Gudang Penyangga telah memenuhi 
rukun dan syarat dalam Hukum Islam. Proses jual beli berdasarkan fikih 
muamalah dalam pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan ditangguhkan 
(bai’ bitsaman ajil). Proses penjualan pupuk subsidi dengan sistem yarnen 
memberikan dampak adanya penambahan harga dari pada harga asal, 
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penambahan harga dalam rangka harga yang ditunda. Jual beli pupuk subsidi 
dengan sintem yarnen termasuk dalam jual beli bai’ bitsaman ajil. Dalam 
sistem yarnen terdapat tambahan harga sebesar 1.5%  untuk jasa. Berdasarkan 
fikih muamalah hal tersebut diperbolehkan dengan menerapkan rukun dan 
syarat, serta ketentuan kesepakatan pembayaran dilaksanakan sesuai aturan. 
 
 
B. Saran 
Dari kesimpulan hasil penelitian diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran 
sebagai berikut; 
1. Untuk PT. Petrokimia Cabang Karanganyar harus terus meningkatkan 
kinerja dalam proses pendistribusian pupuk subsidi dengan menerapkan 
sistem kerja sesuai dengan ketetapan dalam peraturan Permentan dan 
peraturan dari PT. Petrokimia Gresik, hal tersebut bertujuan agar 
pendistribusian dapat berjalan lancar, stok barang yang ada di gudang terjaga 
dengan baik, dan diharapkan agar dalam penyaluran sesuai dengan Harga 
Eceran Tertinggi yang di tetapkan dalam Permentan 
No.47/Permentan/SR.310/11/2018 serta harus menerapkan prinsip jual beli 
yang benar sesuai dalam fiqh muamalah. 
2. Untuk Kios Pengecer harus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
dengan sebaik mungkin. Melakukan proses jual beli yang sesuai dengan 
aturan dalam hukum Islam  dalam hal ini fiqh muamalah, serta ketetapan 
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dalam Permentan. Agar program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. 
Dalam proses jual beli harus menerapkan sifat amanah, jujur, adil agar 
mendapatkan berkah dalam kegiatan tersebut.serta agar tidak adanya unsur 
keterpaksaan, yang dapat menimbulkan kezaliman terhadap salah satu 
puhak. 
3. Untuk pemerintah haruslah terus melakukan pengawasan dalam penyaluran 
pupuk subsidi keberbagai Lini. Serta haruslah memberikan arahan dan 
peringatan bahwa dalam melakukan bisnis haruslah didasari dengan 
semangat kejujuran dan keadilan, kemudian menjelaskan apabila terdapat 
dan diketahui adanya penyelewengan akan mendapatkan sanksi dari atasan 
masing-masing sesuai aturan yang ada. 
4. Untuk petani harus dapat memanfaatkan pupuk subsidi sesuai kadar 
pemupukan yang tepat. Para petani harus juga mematuji aturan dalam 
pembelian pupuk, membeli pupuk sesuai tempat yang dituju. Apabila 
terdapat kenaikan harga pupuk subsidi petani setidaknya bertanya untuk apa 
uang kenaikan pupuk subsidi tersebut. 
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PT.Petrokimia Gresik ke Gudang Penyangga. 
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Foto bersama para tenaga bongkar muat pupuk subsidi dan karyawan Wakil Kepala 
gudang penyangga pupuk Karanganyar. 
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Foto bersama Kepala PT.Petrokimia Cabang Karanganyar Bapak Dwi Agif. 
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Wawancara dan Foto bersama Ibu Harni penanggung jawab Kios Pengecer Langgeng 
Tani 
 
 
          
 
Wawancara dan Foto bersama Ibu Pardi penanggung jawab Kios Pengecer Pojok. 
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Wawancara dan Foto bersama Bapak Suyadi penanggung jawab Gapoktan Sari Rejeki 
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Bukti pembelian pupuk susidi Kios Pengecer Pojok kepada Distributor. 
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Dokumentasi bersama Petani 
 
 
 
 
Wawancara dan Foto bersama Bapak Wito sebagai Petani Padi. 
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Wawancara dan Foto bersama Bapak Salim  sebagai Petani Padi. 
 
WAWANCARA 
A. Wawancara Petani Padi 
1. Nama Narasumber? 
2. Bapak/Ibu disini selaku pemilik sawah sendiri atau sebagai penyewa lahan? 
3. Bapak/Ibu sebagai petani apa? Padi, sayur-sayuran atau petani buah? 
4. Bapak/Ibu memiliki sawah berapa hektar? 
5. Agar sawah dapat tumbuh dengan subur biasanya menggunakan pupuk apa 
saja? 
6. Untuk pupuk yang digunakan tersebut pupuk subsidi atau non-subsidi? 
7. Pupuk subsidi pemerintah jenis pupuk apa saja yang digunakan? 
8. Mekanisme cara memperoleh pupuk subsidi bagaimana? 
9. Apa saja ketentuan dan syarat yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan 
pupuk subsidi? 
10. Dalam pengambilan pupuk subsidi menggunakan kartu tani(smart card) atau 
dengan menggunakan membayar secara tunai? 
11. Dalam proses pemupukan sawah, dalam satu kali panen membutuhkan berapa 
pupuk khususnya pupuk subsidi? 
12. Berapa jatah pupuk subsidi yang Bapak/Ibu dapatkan? 
13. Berapa harga pupuk subsidi yang Bapak/Ibu beli dari kios pengecer pupuk? 
Pupuk kenis apa saja dan berapa harganya? 
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14. Pupuk yang ada di kios pengecer selalu tersedia atau terkadang mengalami 
kekurangan stok pupuk? 
 
B. Wawancara Kios Pengecer 
1. Nama Narasumber? 
2. Nama kios pupuk resmi apa? 
3. Pupuk yang tersedia berasal dari Perusahaan mana saja? 
4. Jenis pupuk apa saja yang dijual di kios? 
5. Jenis pupk subsidi apa saja yang didistribusukan di kios pengecer ini? 
6. Bagaimana mekanisme pendistribusian pupuk subsidi hingga sampai ke kios 
ini? 
7. Bagaimana jika terdapat pupuk yang dikirim ternyata rusak? Siapa yang 
bertanggung jawab? 
8. Pupuk subsidi yang telah ada kemudian dijual kepada siapa saja?  
9. Proses pembayaran pupuk kepada pihak distributor? 
10. Bagaimana mekanisme kelompok tani atau petani dalam memperoleh pupuk 
subsidi? 
11. Pembelian pupuk subsidi menggunakan uang tunai atau dengan kartu tani? 
12. Pupuk yang di subsidi di jual kepada petani dengan harga berapa? 
13. Dalam proses jual beli apakah terdapat tambahan harga pupuk? 
14. Apakah terdapat laba dari penjualan pupuk subsidi ini? 
15. Apakah pernah terjadi kekurangan stok pupuk? 
16. Siapa saja kelompok tani atau petani yang boleh membeli pupuk subsidi? 
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17. Apakah diperbolehkan kelompok tani atau petani dari desa lainnya yang 
diluar wilayah tanggung jawab kios pengecer diperbolehkan membeli pupuk 
subsidi? 
 
C. Wawancara PT.Petrokimia Cabang Karanganyar 
1. Nama narasumber? 
2. Di Gudang Penyangga PT.Petrokimia Cabang Karanganyar menjabat sebagai 
apa? 
3. Di gudang ini berapa jumlah karyawan yang bekerja? 
4. Gudang pupuk PT.Petrokimia Cabang Karanganyar sudah berapa lama 
didirikan? 
5. Bagaimana alur pendistribusian pupuk subsidi bisa sampai ke gudang 
Kabupaten Karanganyar? 
6. Pupuk yang datang merupakan permintaan gudang saat stok mulai menipis 
ayau langsung dikirim dari prosuden? 
7. Setelah pupuk datang apa langkah selanjudnya yang dilakukan? 
8. Bagaimana mekanisme pendistribusian pupuk yang ada di gudang hingga 
ketangan distributor? 
9. Distributor yang mendapatkan jatah pupuk dari gudang Kabupaten daerah 
mana saja? 
10. Berapa harga jual pupuk subsidi oleh pihak PT.Petrokimia kepada para 
distributor? 
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11. Distributor seperti apa yang mendapat dan diperbolehkan membeli pupuk 
subsidi ke gudang penyangga Kabupaten Karanganyar? 
12. Apakah boleh apabila terdapat kios pengecer yang langsung membeli pupuk 
ke gudang penyangga Kabupaten Karanganyar? 
13. Kendala apa saja yang sering dialami dalam proses pengiriman pupuk subsidi 
hingga sampai kegudang Penyangga? 
14. Apakah pernah terjadi kekurangan stok pupuk di gudang ini? 
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